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REGLEMEN INDONESIA
YANG DIPERBARUI

(Het Herzi ene I ndonesi sch Regl enent.)

Regl enen tentang nel akukan tugas kepolisian, nengadili perkara
perdata dan penunt utan hukuman bagi bangsa | ndonesi a dan
bangsa Ti nur Asing di Jawa dan Madur a.

Cat at an:

- Teks Reglenen ini nenurut kekuasaan pada S. 1926-496 di ununkan
| agi pada S. 1926-559. Perubahan penting di adakan dal am teks itu:
pada S. 1941-31 jo. 98, penyusunan secara baru tentang penuntutan
bagi orang yang bukan bangsa Eropa; pada S. 1941-32 jo. 98,
per bai kan peneri ksaan pendahul uan dal am perkara pidana terhadap
orang Indonesia dan bangsa Timur Asing. Bab VI diganti oleh dua
yang baru. Sel anjutnya teks itu diumunkan |agi pada S. 1941-44.

- Dal am Regl emen I ndonesia yang D perbarui (R B) ini hanya dinuat
hal -hal yang berkaitan dengan perkara perdata; hal-hal yang
menyangkut perkara pidana diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana dan peraturan pel aksanaannya.

BAB |
HAL MELAKUKAN TUGAS KEPCLI SI AN

Bagi an 2. Kepal a Desa Dan Senua Bawahan Polisi yang Lain.

Pasal 3.
D bawah pengawasan dan perintah kepala distrik, kepala desa wajib
nmenel i hara ket enteraman, keamanan unmum dan keterti ban yang bai k di
desanya. (IR 1-11, 2, 5 dst., 13 dst., 22 dst., 25 dst.; Sv. 1.)

Pasal 4.

(1) Sem nggu sekal i, pada hari yang ditentukan, kepala desa wajib
menghadap kepal a di stri knya untuk nmenyanpai kan berita tentang
hal -i hwal yang terjadi dalam m nggu yang tel ah | ewat, sedapat -
dapatnya secara tertulis, kalau tidak secara |isan, kecual
kal au itu sudah diberitahukan terl ebi h dahul u nmenurut peraturan-
per aturan beri kut pada bagian ini.

(2) Ji ka ada hal angan yang sah, maka kepal a desa hendaknya nenyuruh
seorang pej abat bawahannya sebagai penggantinya, atau jika
pej abat yang dem kian itu tidak ada, seorang |ain yang cakap.

(3) jika tugas nenghadap sekali sem nggu amat berat bagi kepal a desa
di suatu tenpat, maka bupati bol eh nenberi kuasa kepada kepal a
di strik untuk nmenyuruh kepal a desa itu nenghadap sekali enpat
bel as hari atau sekali sebulan. (IR 6, 10, 15, 21, 28, 30, 305-

)

Pasal 5.
Kepal a desa harus nenj al ankan peri ntah atasannya dengan saksama
(IR 2, 3, 25, 31, 36, 93; Sv. 1.)
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Pasal 6
la waji b berusaha sedapat - dapat nya unt uk nencegah orang-orang, yang
memakali senjata yang |lain dari biasa atau | ebih dari yang biasa,
berj al an bersama-sama, khususnya pada mal am hari, jika orang-orang
itu rupanya nenpunyai maksud terlarang, dan | a harus nenberitahukan
segal a hal yang terjadi tentang itu kepada kepala distrik, (IR 2,
3, 27.)

Pasal 7.

(1) Jika ternyata perlu nmenurut pertinbangan bupati dan disetuju
ol eh residen, maka kepal a desa waji b nengadakan jaga mal am di
dal am desanya serta nemanggi| sekalian penduduk desa yang bai k
unt uk nenj al ankan tugas secara bergilir.

(2) Kepal a desa dil arang keras nenberi kebebasan untuk tidak
mel akukan tugas, itu, kalau tidak ada al asan yang sah. (IR 3,
27.)

Pasal 8.
Ji ka di tenukan tubuh manusi a yang tanpaknya mati, tetapi rupanya
masi h bernyawa, maka harusl ah dil akukan daya upaya dan penjagaan
yang sebai k- bai knya nmenurut keadaan, dan kal au dapat, segera dimnta
pertol ongan dokter. (IR 2, 19, 69; Sv. 35 dst., 42.)

Pasal 9.

(1) Tubuh manusi a yang di tenukan dal am air, haruslah segera di angkat
tanda kemati an yang pasti, dari situ, dan jika ia tidak
menper | i hat kan tanda-tanda kemati an yang pasti, har usl ah
di anbi | tindakan nmenurut cara yang sudah ditetapkan di atas.

(2) Daya upaya dan penj agaan yang di maksud di sini harusl ah
di | akukan dengan segera, wal aupun kepal a desa atau bawahan
polisi yang lain belumhadir di tenpat itu.

Pasal 10.
Kal au ada kebakaran, kepal a desa hendaknya nel akukan segal a upaya
untuk nmermadankan api itu, dan ia wajib nmenberitahukan kebakaran itu
dengan segera kepada kepala distrik. (IR 30.)

Pasal 11.
(1) Kepal a desa hendakl ah nenj aga bai k- bai k supaya penduduk desanya
j angan nenberi tenpat nengi nap kepada orang yang bukan penduduk
desanya tanpa setahu dan sei zi nnya.
(2) Ji ka kedapatan ada kej adi an dem ki an maka kepal a desa hendakl ah
mem beri tahukan hal itu dengan segera kepada kepal a distrik.
(IR 2, 4 117, 21.)

Pasal 12.
Jika dimnta, kepala desa harus nenyi npan barang-barang orang yang
sedang dal am perj al anan dan bertanggung j awab at as bar ang- bar ang
yang dititipkan itu. (KUHPerd. 1694 dst.)

Pasal 13.

(1) Kepal a desa hendakl ah beri khtiar supaya penduduk desanya tetap
tent eram dan rukun serta nenjauhkan segal a sesuatu yang dapat
menyebabkan perselisi han dan perbant ahan.

(2) perselisihan kecil-kecil yang semata- mata nenyangkut
kepent i ngan-kepenti ngan Penduduk desa saja, sedapat-dapatnya
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hendakl ah di perdamai kannya dengan ti dak berpi hak dan dengan
nmupakat orang tua-tua desa itu. (IR 3, 14, 23, 130.)

Pasal 14.
Ji ka orang-orang yang berselisih itu tidak dapat di perdamai kan, atau
ji ka perselisihan itu begitu penting, sehingga patut di kenakan
hukuman atau ganti kerugi an, nmaka kepal a desa itu hendakl ah
mengi ri nkan kedua bel ah pi hak itu kepada kepal a distrik.

Pasal 15.

(1) Kepal a desa hendakl ah dengan saksama nencatat nama, pekerjaan dan
sedapat - dapat nya umur sel uruh penduduk desanya dal am sebuah daft ar
atau | ebi h yang di pergunakan untuk itu; dem kian juga segal a
per ubahan keadaan penduduk karena kel ahiran, perkaw nan, kemati an,
keper gi an dan sebab-sebab yang | ai n.

(2) Pada hari nmenghadap yang sudah ditentukan, ia harus nenberikan
sehelai salinan daftar itu kepada kepal a distrik tentang hal - hal
yang sudah terjadi sejak hari nenghadap yang terakhir. (IR 11, 16
dst., 19, 29.)

Pasal 16.
Ji ka kepal a desa sendiri tidak cakap nmenangani daftar itu, naka
harusl ah di urusnya, supaya tugas itu dil aksanakan ol eh petugas
keagamaan atau juru tulis desa. (IR 15, 29.)

Pasal 17.
(1) Tanpa seizin kepala distrik, kepala desa tidak bol eh nengi zi nkan
si apa pun juga untuk berdi am di desanya, kecuali jika dua orang yang

di anggap terbai k di antara penduduk desa itu nenerangkan "bahwa yang
hendak berdiam di antara nmereka itu di kenal nya sebagai orang bai k da
tidak jahat. (IR 24.)

(2) Perihal orang yang diizinkan itu hendakl ah dituliskan dal am daftar
yang di sebut pada pasal 15. (IR 11, 19.)

Pasal 18.

(1) Kepal a distrik hendakl ah nenjaga, supaya jangan ada seorang pun
berdi am di |uar |ingkungan desa tanpa nendapat izin darinya
| ebi h dahulu; izin itu tidak akan di beri kannya, sebel um
mendengar kepal a desa yang bersangkutan. (IR 24.)

(2) Ji ka dianggap ada faedahnya atau perlunya di beri penerintahan
sendiri kepada pedukuhan yang terjadi dem ki an, nmaka kepal a
di strik, sesudah nendengar kepal a desa yang ber sangkut an,
hendakl ah nmengenukakan hal itu dengan surat kepada bupati, dan
bupati hendakl ah menyanpai kan surat itu kepada resi den dengan
menyat akan pendapatnya. (IR 19, 30, 35; S. 1925-649.)

Pasal 18.

(1) Kepal a distrik hendakl ah nenjaga supaya j angan ada seorang pun
berdi am di |uar |ingkungan desa tanpa nendapat izin darinya
| ebi h dahulu; izin ini tidak akan di beri kannya, sebel um
di dengarnya kepal a desa yang bersangkutan. (IR 24.)

(2) Jika dianggap ada faedahnya atau perlunya di beri penerintahan
sendiri kepada pedukuhan yang terjadi dem ki an, nmaka kepal a
di strik, sesudah nendengar kepal a desa yang ber sangkut an,
hendakl ah nmengenukakan hal itu dengan surat kepada bupati, dan
bupati hendakl ah menyanpai kan surat itu kepada resi den dengan
menyat akan pendapatnya. (IR 19, 30, 35; S. 1925-649.)
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Pasal 19.
Kal au peraturan kedua pasal yang lalu tidak dapat dil akukan karena
keadaan tenpat atau karena keadaan yang | ain, nmaka sesuai dengan
perintah residen, bupati hendakl ah berusaha sebai k- bai knya unt uk
menghi ndar kan segal a sesuatu yang tidak bai k bagi pel aksanaan tugas
kepol i si an, yang dapat terjadi karena penduduk tinggal bercerai-

ber ai .
Pasal 20.

(1) Tentang izin masuk dan izin bertenpat tinggal bagi orang yang
bukan bangsa | ndonesi a asli, haruslah diperhatikan peraturan
khusus penerintah yang tel ah ada atau yang akan di adakan. (IR
2.)

(2) Peratuan itu berlaku juga bagi bangsa |Indonesia dan bangsa Ti nur
Asi ng yang datang bertenpat tinggal di tanah partikelir.
(KUHPerd. 624; S. 1880-150.)

Pasal 21.

(1) Dalamdistrik di tenpat di adakan pejabat polisi di bawah kepal a
distrik, tetapi di atas kepal a desa, naka kepal a desa itu akan
menerima perintah kepal a distrik dengan perantaraan pej abat
polisi itu; selanjutnya kepala distrik itu akan nenerinma berita,
rencana dan hal -hal |ain yang harus dikirinkan kepadanya nenur ut
per at uran dal am bagi an i ni dengan perantaraan pej abat poli si
itu.

(2) Wal aupun dem ki an, kepal a desa itu wajibjuga nenghadap sendiri
kepada kepal a distrik menurut ketentuan pasal 4. (IR 3, 5, 15,
17, 30.)

Pasal 22.
Ururmya kepal a desa bertanggungj awab at as aki bat buruk dar
kej adi an- kej adi an yang karena jabatannya patut dijganya supaya
j angan terjadi atau harus di cegahnya, yaitu kal au penjagaan atau
pencegahan itu ada dal am |ingkup kekuasaannya. (IR 3, 26.)

Pasal 23.
Kepal a desa hendakl ah ber nupakat dengan orang tua-tua dal am desanya
t ent ang segal a urusan yang harus di nupakati nenurut adat istiadat
| ndonesi a.

BAB | X
HAL MENGADI LI PERKARA PERDATA
YANG TERVASUK VWEWENANG PENGADI LAN NEGERI

Cat at ab: Segal a Pengadi | an Kabupaten di hapus dg. UU I/Drt/1951.

Bagi an 1. Peneri ksaan Perkara Dal am Per si dangan.
115, 116 dan 117 tidak dinuat |agi karena Pengadi | an Kabupaten
di ti adakan oleh UU No. I/Drt/1951 pasal 1 ayat (1) huruf 9.

Pasal 118.
(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk
I i ngkup wewenang pengadi | an negeri, harus diaj ukan dengan sur at
perm ntaan (surat gugatan) yang ditandatangan ol eh penggugat,
atau ol eh waki | nya menurut pasal 123, kepada ketua pengadil an
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(2)

(3)

(4)

negeri di tenpat diamsi tergugat, atau jika tenpat di amya
tidak di ketahui, kepada ketua pengadil an negeri di tenpat

ti nggal nya yang sebenanya. (KUHPerd. 15; IR 101 .)

Ji ka yang digugat |ebih dari seorang, sedang mereka tidak
tinggal di daerah hukum pengadi|l an negeri yang sama, naka
tuntutan itu diaj ukan kepada ketua pengadi |l an negeri ditenpat
sal ah seorang tergugat yang dipilih ol eh penggugat. Jika yang
di gugat itu adal ah seorang debitur utama dan seorang
penanggungnya mneka tanpa nengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2)
"Regl emen Susunnan Kehaki man dan Kebij aksanaan nengadili di

| ndonesi a", tuntutan itu di ajukan kepada ketua pengadi | an neger
di tenpat tinggal debitur utama atau sal ah Seorang debitur

ut ana.

Ji ka tidak diketahui tenpat diam si tergugat dan tenpat

ti nggal nya yang sebenarnya, atau jika tidak di kenal orangnya,
maka tuntutan itu di aj ukan kepada ketua pengadil an negeri di
tenpat tinggal penggugat atau sal ah seorang penggugat, atau
kal au tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua
pengadi | an negeri yang dal am daerah hukummya terl etak barang

t er sebut .

Ji ka ada suatu tenpat tinggal yang dipilih dengan surat akta,
maka penggugat, kal au mau, bol eh nengaj ukan tuntutannya kepada
ket ua pengadi |l an negeri yang dal am daerah hukumya terl et ak
tenpat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5 ; KUHPerd.
24; Rv. 1, 99; IR 133, 238.)

Pasal 119.
Ket ua pengadi |l an negeri berkuasa nenberi nasi hat dan bantuan kepada
pengugat atau wakil nya dal am hal nmengaj ukan tunt ut an.

Pasal 120.
Ji ka penggugat tidak cakap nmenulis, maka tuntutan bol eh di aj ukan
secara |isan kepada ketua pengadil an negeri; Ketua itu akan nencat at
tuntutan itu atau menyuruh nencatatnya. (IR 101, 186 dst., 207,
209, 238.)

Pasal 120a.
(s.d.u. dg. S. 1935-102.)

(1)

(2)

Ji ka tuntutan itu berhubungan dengan perkara, pengadilan yang
sudah di putuskan ol eh haki m desa, penggugat harus nenyebut kan

i si keputusan itu dal am tuntutannya; kal au dapat, salinan
keputusn itu hendakl ah disertakan. (RO 3a.)

Pada waktu atau sesudah tuntutan itu diterinma atau pada waktu
per si dangan di nul ai, ketua pengadil an negeri akan nengi ngat kan
penggugat nengenai kewaji bnya, yang diterangkan dal am ayat (1).

Pasal 121.

(1)

(2)

Sesudah surat tuntutan yang di ajukan itu atau catatan yang

di buat itu didaftarkan ol eh panitera pengadil an dal am daftar
untuk 1tu, maka ketua itu akan nenentukan hari dan jam perkara
itu akan diperi ksa di nuka pengadil an negeri, dan nenerintahkan
pemanggi | an kedua bel ah pi hak, supaya hadir pada yang ditent ukan
itu disertai ol eh saksi-saksi yang nereka kehendaki untuk

di peri ksa, dengan nenbawa segal a surat keterangan yang hendak

di pergunakan. (IR 237 v.)

Keti ka memanggi |l si tergugat, hendakl ah di serahkan juga sehel ai
sal i nan surat tuntutan, dengan -enberitahukan bahwa ia, kal au
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mau, bol eh nmenjawab tuntutan itu dengan surat. (IR 123, 388
dst.)

(3) Perintah yang di sebut dal am ayat pertama itu dicatat dal am
daftar yang di sebut dal am ayat itu, dem ki an juga pada surat
tuntutan asli.

(4) (s.d.t. dg. S. 1927-248j0- 338.) Pencatatan dal am daftar
t ermaksud dal am ayat (1), tidak bol eh dil akukan, kal au kepada
pani tera pengadi | an bel um di bayar sejum ah uang, yang untuk
senment ara banyaknya ditaksir ol eh ketua pengadi | an neger
menur ut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya
panggi | an serta penberitahuan yang dil akukan kepada kedua bel ah
pi hak dan harga neterai yang akan di pakai; uang yang di bayar itu
akan di per hi tungkan kenudi an.

Pasal 122.
Dal am menent ukan hari persi dangan, ketua hendakl ah nmengi ngat jauhnya
tenpat diam atau tenpat tinggal kedua bel ah pi hak dari tenpat
pengadi | an negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggil an kedua
bel ah pi hak dan hari persidangan | amanya tidak bol eh kurang dari
tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar |ekas
di peri ksa dan hal itu disebutkan dal amsurat perintah itu. (IR 118,
390, 391.)

Pasal 123.

(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua bel ah pi hak, kal au mau, nmasing-
masi ng bol eh di bantu atau diwakili ol eh seseorang yang harus
di kuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kal au
penberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga nenberi
kuasa itu dal am surat perm ntaan yang di t andat angani nya dan
di aj ukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang
di kenmukakan dengan |isan nenurut pasal 120; dan dal am hal
terakhir ini, itu harus disebutkan dal am catatan tentang
tuntutan itu.

(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari penerintah harus newakih
negara dal am perkara hukum tidak perlu nemakai surat kuasa
khusus itu.

(3) Pengadil an negeri berkuasa nenberi perintah, supaya kedua bel ah
pi hak, yang diwakili ol eh kuasanya pada persi dangan, datang
menghadap sendiri .

Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Penerintah (Gubernur Jenderal).
(KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR 118, 254;S. 1922-522.)

Pasal 124.
Ji ka penggugat tidak datang nenghadap pengadil an negeri pada halri
yang di tentukan itu, neskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak
menyurub orang | ain nenghadap sebagai wakil nya, maka tuntutannya
di anggap gugur dan ia di hukum nmenbayar bi aya perkara; tetapi ia
ber hak nengaj ukan gugat annya sekali |agi, sesudah nenbayar biaya
tersebut. (RvV. 77; IR 85, 102, 122 dst,, 126.)

Pasal 125.

(1) Jika tergugat, neskipun di panggil dengan sah, tidak datang pada
hari yang ditentukan, dan tidak nmenyuruh orang | ain nenghadap
sebagai wakil nya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan
t anpa kehadiran (verstek), kecuali kal au nyata bagi pengadil an
negeri bahwa tuntutan itu nel awan hak atau tiada beral asan. (RV.
78; IR 102, 122 d,t.)
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(2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut
pada pasal 121, nengenukakan eksepsi (tangkisan) bahwa
pengadi | an negeri tidak berkuasa neneri ksa perkaranya, nmaka
meski pun ia sendiri atau wakil nya tidak datang, waji bl ah
pengadi | an negeri nmenganbi| keputusan tentang eksepsi itu,
sesudah nendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak
di benar kan, pengadil an negeri bol eh menutuskan perkara itu.

(3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadil an atas perintah
ketua, harus di beri tahukan kepada si terhukum dan harus
di terangkan bahwa ia berhak nengaj ukan perl awanan terhadap
keput usan pul a kepadanya, usan tak hadir di nmuka majelis
pengadi | an itu dal am waktu dan dengan cara yang ditentukan pada
pasal 129.

(4) Panitera pengadil an negeri akan nmencatat di bawah keputusan tak
hadir itu siapa yang diperintahkan nenyanpai kan penberitahuan
dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan |isan.

Pasal 126.
Dal am hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri,
sebel um nenj at uhkan keputusan, bol eh neneri ntahkan supaya pi hak yang
ti dak datang di panggil|l sekali iagi untuk nenghadap pada har
per si dangan | ain, yang di beritahukan ol eh ketua dal am per si dangan
kepada pi hak yang datang; bagi pihak yang datang itu, penberitahuan
itu sama dengan panggil an.

Pasal 127.
Ji ka seorang tergugat atau | ebih tidak nmenghadap dan tidak nmenyuruh
orang | ain menghadap sebagai wakil nya, maka peneri ksaan perkara itu
akan di t angguhkan sanpai pada hari persidangan |ain, yang tidak | ama
sesudah hari itu penangguhan itu di beritahukan dal am persi dangan

kepada pi hak yang hadir, dan bagi nereka penberitahu,, itu sam
dengan panggi |l an; sedang si tergugat yang tidak datang, atas
perintah ketua, harus dipanggil sekali |agi untuk nenghadap pada

hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa,
dan kerudi an di putuskan bagi sekalian pi hak dengan satu keputusan,
yang terhadapnya tak bol eh di adakan perl| awanan keputusan tanpa
kehadi ran. (RV. 81.)

Pasal 128.

(1) Keput usan haki m yang dij at uhkan dengan keputusan tanpa
kehadi ran, tidak bol eh dijal ankan sebel um | ewat enpat bel as har
sesudah penberitahuan tersebut pada pasal 125.

(2) Jika sangat perlu, atas perm ntaan penggugat, entah perm ntaan
lisan entah perm ntaan tertulis, ketua bol eh nenerintahkan
supaya keputusan haki mitu dil aksanakan sebel um| ewat jangka
waktu itu, entah dal am keputusan itu, sentah sesudah keputusan
itu dijatuhkan (RV. 82.)

Pasal 129.

(1) Tergugat yang di hukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak
meneri ma keputusan itu, boleh nengaj ukan perl awanan.

(2) Jika keputusan hakimitu diberitahukan kepada orang yang kal ah
itu sendiri, maka perlawanan itu hanya bol eh diterima dal am
enpat bel as hari sesudah penberitahuan itu. Jika keputusan
haki mitu di beritahukan bukan kepada orang yang kalah itu
sendiri, maka perlawanan itu boleh diterinma sanpai pada har
kedel apan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dal am
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hal ia tidak nenghadap sesudah di panggi|l dengan patut, sanpai
pada hari kedel apan sesudah dijal ankan surat perintah ketua
tersebut pada pasal 197. (RV. 83.)

(3) Tuntutan perlawanan itu diaj ukan dan di peri ksa dengan cara bi asa
bagi perkara perdata.

(4) Jika tuntutan perlawanan itu tel ah di aj ukan kepada pengadi |l an
negeri, maka keputusan hakimitu tak bol eh di | aksanakan unt uk
senment ara waktu, kecuali jika diperintahkan nmenjal ankannya
wal aupun ada perl awanan. .

(5) Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk
kedua kal i nya, maka kal au i a nmemaj ukan pul a perl awanan terhadap
keput usan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan
diterima.

Pasal 130.

(1) Ji ka pada hari yang ditentukan itu kedua bel ah pi hak nmenghadap,
maka pengadil an negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan
mencoba nenper damai kan nereka itu. (IR 239.)

(2) Jika perdamami an terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu
si dang, harus di buat sebuah akta, dengan mana kedua bel ah pi hak
di waj i bkan untuk menenuhi perjanjian yahg di buat itu; nmaka surat
(akta) itu berkekuatan dan akan dil akukan sebagai keputusan
haki m yang biasa. (RV. 31; IR 195 dst.)

(3) Terhadap keputusan. yang dem ki an tidak diizinkan orang mnta
nai k bandi ng.

(4) Ji ka pada waktu nencoba nenper damai kan kedua bel ah pi hak itu
perlu di pakai seorang juru bahasa, maka dal am hal itu hendakl ah
dituruti peraturan pasal berikut.

Pasal 131.

(1) Ji ka kedua bel ah pi hak datang, tetapi tidak dapat di perdanmai kan
(hal ini harus di sebutkan dal am berita acara persidangan), maka
surat yang di aj ukan ol eh kedua pi hak itu harus di bacakan, dan
j 1 ka sal ah satu pihak tidak nengerti akan bahasa yang di pakai
dal am surat itu, maka surat itu harus diterjemhkan ke dal am
bahasa pi hak yang tidak nengerti itu ol eh seorang juru bahasa
yang ditunjuk ol eh ketua. (IR 86, 103, 137.)

(2) Sesudah itu, pengadilan negeri nemeri ksa penggugat dan tergugat,
kal au perlu dengan nmenmakai seorang juru bahasa pula. (IR 135,
186; S. 1858-15.)

(3) Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadi |l an neger
yang sudah di sunpah, harus di sunpah di hadapan ketua, bahwa ia
akan nenerj emahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan

tul us.
(4) Pasal 154 ayat (3) berlaku juga bagi juru bahasa. (RV. 33, 47;
IR 284.)
Pasal 132.

Ji ka di anggap perlu ol eh ketua dem kebai kan dan ket eraturan

j al annya peneri ksaan perkara, naka pada waktu neneri ksa perkara, ia
ber hak untuk menberi nasi hat kepada kedua bel ah pi hak dan unt uk
menunj ukkan upaya hukum dan ket erangan yang dapat nereka pergunakan.

Pasal 132a.
(s.d.t. dg. S. 1927-300.)
(1) Dalamtiap-tiap perkara, tergugat berhak nengaj ukan tuntutan
bal i k, kecuali: (RV. 244.)
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1°. bila penggugat senula itu nenuntut karena suatu sifat,
sedang tuntutan balik itu nmengenai dirinya sendiri, atau
sebal i knya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)

2°. bila pengadilan negeri yang meneriksa tuntutan asal tak
ber hak nmeneri ksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok
perselisihan itu; (ISR 136; RO 95.)

3°. dal am perkara perselisihan tentang pel aksanaan putusan
hakim (IR 207.)
(2) Ji ka dal am peneri ksaan pada tingkat pertama tidak di aj ukan
tuntutan balik, maka dal am bandi ng tak bol eh [ agi diaj ukan
tuntutan itu.

Pasal 132b.

(s.d.t. dg. S. 1927-300.)

(1) Si tergugat waji b nmemasukkan tuntutan bali k ber-sama-sama dengan
] awabannya, bai k dengan surat maupun dengan lisan. (Rv. 245.)

(2) Untuk tuntutan balik itu berlaku pul a peraturan-peraturan dal am
bagi an i ni,

(3) Kedua perkara itu disel esai kan sekal i gus dan di put uskan dal am
sat u keputusan haki m kecuali kal au pengadil an neger
ber pendapat, bahwa perkara yang satu dapat disel esai kan | ebih
dahul u dari pada yang | ain; dalamhal ini, kedua perkara itu
bol eh di periksa satu per satu, tetapi tuntutan asal dan tuntutan
bal i k yang bel um di putuskan itu tetap diperiksa ol eh haki myang
sama, sanpai gatuhkan keputusan terakhir. (Rv. 246.)

(4) Orang bol eh nai k bandi ng, jika banyaknya uang dal am tuntutan
asal di. tanbah uang dal am tuntutan balik |ebih daripada junl ah
uang yang bol eh di putuskan ol eh pengadi | an negeri sebagai haki m
yang tertinggi. (Rv. 247.)

(5) Bila kedua perkara itu di pi sahkan dan di putuskan sendiri -
sendiri, maka harus dituruti peraturan biasa tentang hak naik
banding itu. (Rv. 247.)

Pasal 133.
Ji ka si tergugat dipanggi|l nenghadap pengadil an negeri, sedang
menurut peraturan pasal 118 ia tak usah nenghadap pengadil an neger
itu, maka bol ehl ah ia nmem nta supaya haki m nmenyat akan diri tidak
berwenang dal am hal itu, asal saja perm ntaan itu diajukan dengan
segera pada permul aan persi dangan hari pertama; permntaan itu tidak
akan di perhati kan lagi, jika si tergugat tel ah nengadakan suatu
perl awanan lain. (Rv. 131; IR 136, 191.)

Pasal 134.
Ji ka perselisihan itu adal ah suatu perkara yang tidak ternmasuk
wewenang pengadi | an negeri, nmaka pada senbarang waktu dal am
peneri ksaan perkara itu, boleh dimnta supaya haki m nengaku ti dak
berwenang, dan hakimitu pun, karena jabatannya, wajib pula nmengaku
ti dak berwenang. (Rv. 132; IR 136, 190.)

Pasal 135.
Ji ka tidak ada jawaban yang nenyat akan hakimitu tidak berwenang,
atau jika jawaban dem ki an ada tetapi ditinbang tidak benar, naka
pengadi | an negeri, sesudah nmendengar kedua bel ah pi hak, harus segeta
meneri ksa dengan seksama dan adil kebenaran tuntutan yang di bant ah
itu dan sahnya penbel aan terhadap tuntutan itu. (Rv. 47; IR 131,
155 dst.)
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Pasal 135a.

(s.d.t. dg. S. 1935-102.)

(1) Jika tuntutan itu nmenyangkut perkara pengadil an yang sudah
di put uskan ol eh haki m desa, nmaka Pengadil an negeri harus
menget ahui keputusan itu, dan sedapat-dapatnya juga al asan-
al asannya.

(2) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang bel um
di put uskan ol enh haki m desa, sedang pengadi | an negeri memandang
ada faedahnya perkara itu di putuskan ol eh haki m desa, naka ha
itu di beritahukan ol eh ketua kepada penggugat dengan nenberi kan
sel enbar surat keterangan; peneri ksaan perkara itu |antas
di undur kan sanpai pada hari persidangan beri kut, yang akan
di t et apkan ol eh ketua, kalau perlu atas kuasa j abat annya.

(3) Ji ka haki m desa tel ah nenj at uhkan keput usan, maka bil a
penggugat nmenghendaki peneriksaan itu dilanjutkan, haruslah ia
menberi tahukan isi keputusan itu kepada pengadi |l an negeri,
sedapat mungki n dengan nenberi kan sal i nannya; sesudah itu,
barul ah peneri ksaan perkara itu dil anj utkan.

(4) Ji ka dua bul an sesudah penggugat nengaj ukan perkaranya haki m
desa bel um juga nenjatuhkan keputusan, maka atas perm ntaaan
penggugat, perkara itu akan di peri ksa kenbali ol eh pengadil an
negeri .

(5) Ji ka penggugat, nenurut pertinbangan hakim tidak dapat nenberi
cukup al asan yang dapat diterinma tentang penol akan haki m desa
unt uk nmenat uhkan keputusan, maka haki mitu harus neyaki ni
keadaan itu karena jabatan.

(6) Jika ternyata bahwa penggugat tidak nenbawa perkara itu kepada
haki m desa, maka gugat annya di anggap gugur. (RO 3a.)

Pasal 136.
Eksepsi (tangki san) yang di kenukakan ol eh si tergugat, kecual
tentang hal hakimtidak berwenang, tidak bol eh di kenukakan dan
di ti nbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dan di put uskan
ber sama- sama dengan pokok perkara. (Rv. 135 dst.; IR 133 dst.)

Pasal 137.
Masi ng- masi ng pi hak bol eh nenuntut untuk nelihat surat keterangan
Pi hak | awannya, yang harus di serahkan kepada haki m unt uk maksud itu
(IR 137.)

Pasal 138.

(1) Ji ka sal ah satu pi hak menbant ah kebenaran surat keterangan yang
di serahkan pi hak | awannya, maka pengadil an negeri bol eh
meneri ksa hal itu; sesudah peneriksaan itu, harus di putuskannya,
apakah surat itu bol eh di pakai atau tidak.

(2) Jika ternyata bahwa dal am peneri ksaan itu perlu di gunakan sur at
yang di pegang ol eh penyi npan unum maka pengadil an negeri akan
mener i nt ahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadil an
negeri di persidangan yang perkara itu akan ditentukan untuk
I tu.

(3) jika ada keberatan untuk nenperlihatkan surat itu, baik karena
sifat surat itu, maupun karena jauhnya tenpat tinggal penyinpan
itu, maka pengadilaii negeri akan nenerintahkan, supaya
pemeri ksaan itu dijal ankan ol eh pengadi |l an negeri atau ol eh
kepal a penerintahan setenpat (asisten-residen) di tenpat tinggal
Si penyinpan itu, atau supaya surat itu dikirinkan kepada ket ua
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

itu nmenurut cara yang akan ditentukan ol ehnya. Pengadil an
negeri tersebut terakhir atau kepal a penerintahan setenpat itu
harus nmenbuat beiita acara peneri ksaan itu dan nengirinkannya
kepada pengadil an negeri tersebut pertana

Si  penyi npan yang tanpa al asan yang sah tidak nenaati perintah
unt uk nenperli hatkan atau nengirinkan surat itu, bol eh di paksa
dengan paksaan badan untuk nenperlihatkan atau nengirinkan surat
itu, yaitu atas perm ntaan pi hak yang ber kepenti ngan dan at as
perintah ketua pengadil an negeri yang wajib nmeneriksa surat itu
atau perintah kepal a peneri ntahan setenpat (asisten-residen)
yang di mi nta untuk nenjal ankan peneri ksaan itu.

Jika surat itu tidak nenjadi bagi an sebuah daftar, maka

penyi npan sebel um nenperl i hat kan atau nmengi ri nkannya, harus
menbuat sal i nannya sebagai pengganti surat asli selama surat itu
belumditerima kenbali. D bawah salinan itu ol eh si penyinpan
harus di catat sebab salinan itu dibuat, dan pada grosse dan
sal i nan yang akan di beri kan dari surat itu harus disebut catatan
itu.

Senmua bi aya untuk itu harus di bayar kepada si penyi npan ol eh

pi hak yang nmengaj ukan surat yang di bantah itu, banyaknya bi aya
itu ditaksir ol eh ketua pengadil an negeri yang nenut uskan
perkara itu.

Ji ka peneri ksaan tentang surat yang di aj ukan itu neni nbul kan
dugaan bahwa surat itu dipal sukan ol eh orang yang masi h hi dup,
maka pengadil an negeri akan nenjal ankan segal a surat perkara
kepada pej abat yang ber kuasa nmenunt ut kejahatan itu.

Per kara yang di aj ukan ke pengadi | an negeri, ditangguhkan dulu
sanpai di anbil keputusan nengenai perkara pidana itu. (Rv. 148
dst., 165; Sv. 231 dst.)

Pasal 139.

(1)

(2)

Ji ka penggugat nenghendaki kebenaran tuntutannya diteguhkan
denngan saksi, atau tergugat nenghendaki kebenaran perl| awanannya
di t eguhkan n saksi, tetapi saksi itu tidak dapat di bawa nmenur ut
peraturan pasal 121 karena tidak mau nenghadap at au karena sebab
| ai n, maka pengadi |l an negeri harus nenentukan hari persi dangan

[ ai n untuk nmeneri ksa saksi, dan harus nenyuruh seorang pegawai
yang berwenang untuk nemanggi |l saksi yang tidak mau nmenghadap
itu.

panggi | an serupa di sanpai kan juga kepada saksi yang nenurut

peri ntah yang di beri kan karena jabat annya akan di peri ksa ol eh
pengadi | an negeri. (Sv. 133; IR 116, 392.)

Pasal 140.

(1)

Ji ka saksi yang di panggil| dengan cara dem ki an juga tidak datang
pada hari yang ditentukan, maka ia harus di hukum ol eh pengadil an
negeri untuk nenbayar segal a biaya yang tel ah di kel uarkan dengan
sia-sia. (KUHP 522.)

(2) la harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri. (Rv. 184; Sv.
134; IR 116, 142, 143, 149, 260, 263.)
Pasal 141.
(1) Jika saksi yang dipanggil sekali lagi itu tidak juga datang,

maka i a harus di hukum sekali |agi nenbayar biaya yang

di kel uar kan dengan sia-sia itu, dan nmengganti segal a kerugi an
yang diderita kedua pi hak karena ia tidak datang. (KUHPerd.
1366; IR 143.)
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(2) Tanmbaban | agi, ketua dapat nenerintahkan, supaya saksi yang
ti dak datang itu di bawa polisi nmenghadap pengadil an negeri untuk
menmenum kewaj i bannya. (Rv. 185; IR 116, 142, 149, 261, 263.)

Pasal 142.
Ji ka saksi yang tidak datang itu nmenerangkan, bahwa ia tidak dapat
menmenuhi panggil an itu karena al asan yang sah, maka sesudah
di t erangkannya hal itu, pengadilan negeri wajib meghapuskan hukuman
yang ddat uhkan kepadanya. (Rv. 187; Sv. 135; IR 116, 140 dst.)

Pasal 143.
(1) Siapa pun tidak bol eh di paksa nenghadap pengadil an negeri untuk
menberi kan kesaksi an dal am perkara perdata, jika pengadilan

ber kedudukan di |uar keresidenan tenpat saksi itu berdi am atau
bertenpat tinggal.

(2) Jika saksi yang dem ki an di panggil, tapi tidak datang, naka
ti dak bol eh ia di hukum karena itu, peneriksaan harus dilinpahkan
kepada pengadil an negeri (atau mahkamah pengadi |l an | ndonesi a
yang setingkat), yang dal am daerah hukumya saksi itu berdi am
atau tinggal dan mpjelis itu wajib segera nengirinkan berita
acara peneri ksaan itu kepada pengadi |l an negeri yang neneriksa
perkara itu. (Sv. 57; IR 140 dst.)

(3) Pelinpahan yang dem ki an bol eh juga | angsung di |l akukan tanpa
harus nmemanggi| saksi itu lebih dulu. (RO 33.)

(4) Berita acara itu di bacakan dal am persi dangan.

Pasal 144.

(1) Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu di panggil
ke dal am ruang si dang seorang dem seorang.

(2) Ketua akan nenanyakan nama, pekerjaan, unur, dan tenpat berdi am
atau tenpat tinggal masing-masing saksi, ia akan nmenanyakan
pul a, adakah nereka berkel uarga sedarah atau senmenda dengan
sal ah satu atau kedua bel ah pi hak, dan jika benar dem ki an,
dal am der aj at keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pul a,
adakah mereka nenjadi penbantu sal ah satu pi hak. (Rv. 177; Sv.
139; IR 122, 265.)

Pasal 145.
(1) yang ti dak bol eh di dengar sebagai saksi adal ah:

1°, kel uarga sedarah dan kel uarga senmenda sal ah satu pi hak dal am
garis |urus;

2° istri atau suam sal ah satu pi hak, neski pun sudah bercerai;

3%, anak- anak yang unummya tidak dapat di ketahui pasti, bahwa
mer eka sudah berusia Lim bel as tahun;

4°. orang gila, neskipun kadang- kadang i ngat annya terang.

(2) Akan tetapi keluarga sedarah dan kel uarga senenda tidak bol eh
di t ol ak sebagai saksi dal am perkara tentang keadaan nenur ut
hukum per dat a kedua pi hak yang berperkara atau tentang suatu
perjanjian kerj a.

(3) Orang tersebut dal am pasal 146 pada nonor 1° dan 2° tidak berhak
mengundur kan diri dari tugas nenberi kesaksian dal am perkara
tersebut dalamayat di atas ini

(4) Pengadi |l an negeri berkuasa untuk nel akukan peneri ksaan tanpa
sunpah terhadap anak-anak tersebut pada ayat pertama atau orang
gi | a yang kadangkadang i ngatannya terang; tetapi keterangan
nmereka itu hanya bol eh di pandang sebagai pewel asan saj a.
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Pasal 146.
(1) Yang bol eh nmengundurkan diri dari menberi kesaksian adal ah:
(KUHPerd. 1909; Sv. 145, 148; IR 148, 274.)

1°. saudara dan i par dari sal ah satu pihak, baik |aki-I aki
maupun per empuan

2°. kel uarga sedarah dal am garis |urus dan saudara | aki-| aki
dan perenpuan dari suam atau istri salah satu pihak

3°. sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau
| abat annya yang sah, diwaji bkan nmenyi npan rahasia, tetap
semat a- mat a hanya tentang hal yang di beritahukan kepadanya
kar ena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu. (IR 277.)
(2) Pengadi |l an negeril ah yang akan neni nbang benar tidaknya
ket erangan seorang, bahwa ia diwajibkan nenyi npan rahasia. (Sv.
148; IR 149, 277.)

Pasal 147.
Ji ka saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas nenberi kesaksi an,
atau ji ka pengundurannya di nyatakan tidak beral asan, maka sebel um
menberi keterangan, ia harus di sunpah nenurut agamanya. (KUHPerd.
1991; Rv. 177 dst.; Sv. 139; IR 88, 109, 144, 148, 265, 299, 381;
S. 1920-69.)

Pasal 148.
Kecual i dal am hal tersebut pada pasal 146, jika seorang saks
menghadap persi dangan tetapi enggan di sunpah atau enggan nenberi
ket erangan, nmaka atas perm ntaan pi hak yang ber kepenti ngan, -ketua
bol eh nmenberi perintah, supaya saksi itu disandera atas biaya pi hak
yang ber kepentingan itu, sanmpai saksi itu nenenuhi kewaji bannya.
(Rv. 186; Sv. 53, 156; IR 147, 262 dst.; S. 1920-69.)

Pasal 149
Ji ka saksi yang di panggil itu termasuk bangsa Eropa, nmaka hukuman
t ersebut dal am pasal 140 dan dal am pasal 141 ayat (1), perintah
tersebut dal am pasal 141 ayat (2), serta keputusan tersebut pada
pasal 146 ayat penghabi san, dijatuhkan ol eh ketua sendiri tanpa
bant uan haki m anggot a bangsa | ndonesia. (IR 263, 277.)

Pasal 150.

(1) Pertanyaan yang ingin di aj ukan ol eh sal ah satu pi hak kepada
saksi, hmm di beri t ahukan kepada ket ua.

(2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dal am
perkara itu nmenurut pertinbangan pengadil an, maka pertanyaan itu
ti dak bol eh di aj ukan kepada saksi .

(3) Atas kemauannya sendiri, haki m bol eh nmengaj ukan kepada saksi itu
senmua pertanyaan yang ditinbangnya berguna untuk nencapai
kebenaran. (Rv. 171 dst.; Ilg. 86, 103, 122, 151 dst., 268.)

Pasal 151.
Penut ur an pada pasal 284 dan 285 tentang saksi dal am perkara pi dana,
berl aku juga dalamhal ini. (IR 150.)

Anot asi: pasal - pasal tersebut berbunji sebagai berikut:
Pasal 284.
(1) Jika tertuduh atau saksi tidak paham akan bahasa yang di gunakan dal am
peneri ksaan pengadilan itu, maka ketua harus nengangkat seorang juru
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bahasa, dan nenyuruh di a bersunpah — kal au ia bukan juru bahasa
pengadi | an negeri yang nemang sudah di sunpah - akan nenerj emahkan
dengan benar apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa
I ai n.

(2) Barang siapa yang tidak bol eh nmenjadi saksi dal am suatu perkara, juga
ti dak boleh nenjadi juru bahasa dal am dal am perkara itu

Pasal 285.

(1) Jika tertuduh itu bisu-tuli dan tidak pandai nenulis, nmaka ketua
harus nengangkat orang yang pandai bergaul dengan tertuduh itu
sebagai juru bahasa, asal saja orang itu sudah cukup unur untuk
menj adi saksi

(2) Dem kian pula harus diperbuat, jika seorang saksi bisu-tuli dan tidak
pandai nenulis.
(3) Jika yang bisu-tuli itu pandai nenulis, maka ketua harus nenyuruh

menul i skan senua pertanyaan atau teguran kepadanya, dan nenyuruh
menyanpai kan tulisan itu kepada tertuduh atau saksi yang bisu-tul
itu, dengan perintah untuk nenuliskanjawabannya; kenudi an senuanya
har us di bacakan.

(4) Peraturan pasal ini berlaku juga bag orang yang untuk senmentara tidak
dapat nendengar atau bi cara.

Pasal 152.
Ket erangan saksi yang di peri ksa dal am suatu persi dangan di cat at
dal am berita acara persidangan itu ol eh panitera pengadilan. (Rv.
209; Sv. 141, 176; IR 150, 186, 322.)

Pasal 153.

(1) Ji ka di pandang perlu atau berfaedah, ketua bol en mengangkat satu
atau dua kom saris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera
pengadi | an akan neli hat tenpat atau merupakanan penenksaan di
tenpat itu, yang dapat nenjadi keterangan bagi haki m

(2) Panitera pengadi | an hendakl ah nenbuat berita acara tentang
pekerjaan itu dan hasil nya; berita acara itu harus
di t andat angani ol eh kom saris dan panitera pengadila itu. (Rv.
211 dst.; IR 190.)

Pasal 154.

(1) Ji ka pengadi |l an negeri nenganggap perkara itu dapat nenjadi
| ebi h terang kal au di periksa atau dilihat oleh ahli, nmaka ia
dapat nengangkat ahli itu, baik atas perm ntaan kedua pi hak,
maupun karena jabatannya. (Rv. 215 dst.; IR 190.)

(2) Dal am hal dem ki an, akan ditentukan hari persidangan, supaya
pada hari itu ahli itu nmenberi |aporan, baik dengan surat maupun
dengan |isan, dan neneguhkan | aporan itu dengan sunpah. (Rv.
217, 225.)

(3) Orang yang tak bol eh di dengar sebagai saksi tidak bol eh di angkat
jadi ahli (Rv. 218; IR 131, 145 dst.)

(4) Pengadil an negeri sama sekali tidak wajib nmenuruti pendapat ahl
itu, jika pendapat itu berl awanan dengan keyaki nannya. (Rv. 229;
IR 138; S. 1858-15; S. 1866-108.)

Pasal 155.

(1) Ji ka kebenaran tuntutan atau kebenaran penbel aan atas itu tidak
cukup terbukti, tetapi tidak pula sama sekali tidak terbukti
dan tidak nmungki n dengan upaya penbuktian yang | ain, maka
pengadi | an negeri, karna bol eh nmenyuruh sal ah satu pi hak
ber sunpah di hadapan haki m supaya dengen sunpah itu dapat
di put uskan perkara itu atau dapat ditentukan jum ah uang yang
di kabul kan.
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(2) Dal am hal terakhir ini, pengadilan negeri harus nenentukan
j um ah uang yang dapat di percaya sebagai hak penggugat karena
sunpahnya. (KUHPerd. 1940; IR 135, 156 dst., 177, 381.)

Pasal 156.

(1) Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang di bawa unt uk
meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas tuntutan itu, boleh
juga sal ah satu pi hak mem nta pi hak | ain bersunpah di hadapan
haki m supaya dengan sunpah itu dapat diputuskan perkara itu
asal sunpah itu nenyangkut suatu perbuatan yang dil akukan
sendiri ol eh pi hak yang kepada sunpahnya ber gantung keputusan
perkara itu. (KUHPerd. 1929, 1931; IR 155, 157 dst., 177.)

(2) Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dil akukan ol eh kedua
bel ah pi hak, maka pi hak yang tidak mau ber sunpah bol eh
mengenbal i kan sunpah itu kepada pi hak | awannya. (KUHPerd. 1933.)

(3) Barangsi apa di suruh bersunpah tetapi enggan bersunpah atau
enggan nmengenbal i kan sunpah itu kepada pi hak | awannya, dan
bar angsi apa nmenyur uh bersunpah tetapi enggan bersunpah sesudah
sunpah itu di kenbal i kan kepadanya, harus di kal ahkan. (KUHPerd.
1932; Rv. 52.)

Pasal 157.
Sunpah itu, baik yang di perintahkan ol eh hakim maupun yang ditunt ut
atau di kenbal i kan ol eh sal ah satd pi hak kepada pi hak |ain, harus
di angkat sendiri, kecuali kal au pengadil an negeri karena al asan yang
penting, nmenberi izin kepada satu pi hak untuk nmenyuruh bersunpah
seor ang wakfl nya yang di kuasakan unt uk nmengangkat sunpah itu; kuasa
i tu hanya bol eh di beri dengan akta otenti k yang menmuat sunpah yang
akan di angkat itu secara tepat dan | engkap. (KUHPerd. 1793, 1945;
| R 155 dst., 158; S. 1920-69.)

Pasal 158.
(1) Pengangkat an sunpah itu hanya bol eh di | akukan dal am per si dangan
pengadi | an negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat

di | angsungkan karena ads hal angan yang sah; dal am hal yang
dem ki an, ketua pengadi | an negeri bol eh nenberi kuasa kepada
sal ah seorang anggota, supaya dengan bantuan panitera pengadil an
yang akan nmenbuat berita acara tentang hal itu, disunpahnya
pi hak yang berhal angan itu di rumahnya. (KUHPerd, 1944; IR
381.)

(2) Sunpah itu hanya bol eh dianbil di hadapan pi hak yang | ain, atau
sesudah pi hak itu di panggil dengan sah. (KUHPerd. 1945; Rv. 52.)

Pasal 159.

(1) Jika suatu perkara tidak dapat disel esai kan pada har
per si dangan pertama, maka peneri ksaan perkara itu di undurkan
sanpai pada hari persidangan | ain, yang sedapat-dapat nya tidak
berapa | ama kenudi an, dan dem ki an juga seterusnya. (Rv. 25.)

(2) Pengunduran itu harus diberitahukan dal am persi dangan di hadapan
kedua bel ah pi hak; bagi nereka keputusan itu berl aku sebagai
panggi | an.

(3) Jika sal ah satu pi hak yang datang pada hari persidangan pertana
tak datang di persidangan kenudi an, pada waktu mana
di peri nt ahkan penangguhan yang baru, naka ketua pengadilan wajib
menyur uh nmenberit ahukan kepada pi hak itu, jalan persidangan akan
di I anj utkan. (Rv. 109.)

(4) Penangguhan tidak bol eh diberi alas perm ntaan kedua bel ah
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pi hak, pul a tidak bol eh di perintahkan ol eh pengadi | an neger
karena j abat annya kal au tidak perlu benar. (Rv. 127; Sv. 133,
165; IR 260.)

Pasal 160.

(1) Ji ka pada waktu perkara ada suatu perbuatan yang harus
di | akukan, sedang bi ayanya nenurut pasal 182 harus di bebankan
kepada pi hak yang kal ah, maka ketua bol eh neneri ntahkan supaya
sal ah satu pi hak | ebi h dahul u nenbayar biaya itu di kantor
pani tera pengadi | an, tanpa nmengurangi hak pihak yang | ain untuk
menbayar dul u atas kemauannya sendiri .

(2) Jika kedua bel ah pi hak enggan nenbayar dahul u dan percuna sai a
ketua nmenberi nasi hat untuk itu, maka perbuatan yang
di peri ntahkan itu, kecuali jika diwajibkan ol eh undang-undang,
tidak dil akukan dan peneri ksaan perkara diteruskan, kalau perlu
pada persidangan | ain, yang akan ditetapkan ol eh ketua dan
di beri tahukan kepada kedua bel ah pi hak.

Pasal 161.

(1) Jika perkara itu sudah disel esai kan sedem ki an rupa sehi ngga
senmua hal nenjadi jelas, entah dal am persi dangan pertana, atau
dal am per si dangan kenudi an, nmaka pengadi | an negeri nenyuruh
kel uar kedua bel ah pi hak, para saksi dan para pendengar, lalu
mem nta pertinbangan penasi hat, yang hadir pada waktu perkara
itu di periksa dal am persi dangan nenurut pasal 7 "Regl enen
susunan kehaki man dan kebijaksanaan nengadili di | ndonesia"
(RO). (RG 7; Sv. 166; IR 116.)

(2) Kenudi an di adakan pernusyawar at an dan di anbi| keputusan nenur ut
per aturan pasal 39 dan 40, "Regl enen Susunan Kehaki man dan
Kebi j aksanaan nengadili di Indonesia (RO).

Bagi an 2. Bukti .

Pasal 162.
Tentang bukti dan hal nenerima atau nenol ak al at bukti dal am perkara
perdata, pengadilan negeri wajib nmenperhati kan peraturan pokok
tersebut di bawah ini. (IR 293 dst.)

Pasal 163.
Bar angsi apa nengaku menpunyai suatu hak, atau nenyebut kan suatu
kej adi an unt uk nmeneguhkan hak itu atau untuk nenbantah hak orang
| ai n, harus nenbukti kan adanya hak itu atau adanya kejadi an itu.
(KUHPerd. 1865.)

Pasal 164.
Al at - al at bukti, Yaitu:
bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR 165, 168; S. 1867-29.)
bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR 168 dst.)
per sangkaan, (KUHPerd. 1915; IR 173.)
pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR 174 dst.)
sunpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR 155 dst., 177, 381.)
senmuanya dengan nenper hati kan peraturan yang di peri ntahkan dal am
pasal - pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR 295.)

Pasal 165.
Akta otentik, yaitu suatu surat yang di buat ol eh atau di hadapan
pegawai umum yang berwenang unt uk menbuat nya, nmewuj udkan bukti yang
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cukup bagi kedua bel ah pi hak dan ahli waris masi ng-masi ng serta
sekal i an orang yang nendapat hak darinya tentang segal a hal yang

di sebut di dalamsurat itu dan tentang hal yang tercantum dal am
surat itu sebagai penberitahuan; tetapi yang tersebut tenkhir ini
hanya sekedar yang di beritahukan itu | angsung nmenyangkut pokok akta
itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; Sv. 380 ; IR 168, 304.)

166. Dicabut dg. S. 1927-146.

Pasal 167.
(s.d.u. dg. S- 1927-146; S. 1938-276.) Untuk keuntungan si apa saj a,
kepada penbukuannya dapat di beri kan ol eh pengadil an negeri sekian
kekuat an bukti, yang di anggapnya patut dalamtiap-tiap hal yang
i stimewa. (KUHD 7; | R 304.)

Pasal 168.
Sanpai di adakan penuturan |ain tentang perkara-perkara yang
menbol ehkan penggunaan bukti saksi, pengadilan negeri harus tetap
menggunakan hukum yang ber| aku bagi bangsa | ndonesi a dan bangsa
Ti mur Asing tentang hal itu.

Pasal 169.
Ket erangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti Iain,
ti dak dapat di percaya dal am hukum (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR
300.)

Pasal 170.

Ji ka kesaksi an- kesaksi an yang terpi sah-pi sah dan berdiri sendiri

dari beberapa orang tentang beberapa kejadi an dapat neneguhkan
perkara tertentu karena kesaksi an-kesaksian itu sesuai dan

ber hubungan satu sama | ain, nmaka kekuatan bukti hukum sepanj ang yang
akan di beri kan kepada kesaksi an- kesaksi an yang ber aneka ragamitu,
hal itu di serahkan kepada perti nbangan haki m ber hubung dengan
keadaan. (KUPPerd. 1905; Sv. 3'6; JR 300.)

Pasal 171.
(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagai mana
saksi nmenget ahui kesaksi annya.
(2) Pendapat atau dugaan khusus yang tinbul dari pem kiran, tidak
di pandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR 301.)

Pasal 172.
Dal am hal neni nbang nil ai kesaksian itu, haki mharus nenperhati kan:
cocoknya para saksi satu sama | ain; kesesuai an kesaksi an-kesaksi an
nmer eka dengan apa yang di ketahui dari sunber |ain tentang perkara
yang ber sangkut an; senua al asan para saksi untuk nmenerangkan duduk
per karanya dengan cara begini atau begitu; peri kehi dupan, adat
i stiadat dan kedudukan para saksi; dan pada unummya, segal a hal yang
dapat nenyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang di percayai.
(KUHPerd. 1908; Sv. 378; IR 302.)

Pasal 173.
Dugaan- dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang,
hanya bol eh di perhati kan ol eh haki m dal am nenj at uhkan keput usannya,
j i ka dugan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu
sama |lain. (KUHPerd. 1916, 1921 dst.; Sv. 370; IR 294.)
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Pasal 174.
Pengakuan yang di ucapkan di hadapan haki m cukup nmenjadi bukti untuk
menber at kan orang yang nengaku itu, entah pengakuan itu di ucapkannya
sendiri, entah dengan perantaraan orang | ain, yang diberi kuasa
kbusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR 176, 307.)

Pasal 175.
Menent ukan gunanya suatu pengakuan |isan yang di beri kan di | uar
hukum itu di serahkan kepada perti nbangan dan kewaspadaan haki m
(KUHPerd. 1928; Sv. 387 dst.)

Pasal 176.
Ti ap-ti ap pengakuan harus diterim seluruhnya; haki mtidak berwenang
untuk nenerima sebagi an dan nenol ak sebagi an | agi, sehingga
mer ugi kan orang yang nengaku itu, kecuali jika seorang debitur
dengan maksud nel epaskan dirinya, nenyebutkan hal yang terbukti
ti dak benar. (KUHPerd. 1924; IR 174.)

Pasal 177.
Dari orang yang di dal am suatu si dang tel ah nengangkat sunpah yang
di bebankan atau di kenbal i kan kepadanya ol eh | awannya at au di bebankan
kepadanya ol eh hakim tidak bol eh dimnta keterangan | ain untuk
meneguhkan kebenaran sunmpahnya. (KUHPerd. 1936; IR 155 dst.)

Bagi an 3. Musyawar ah Dan Keput usan Haki m

Pasal 178.

(1) Pada waktu bernusyawarah, haki m karena jabatannya, wajib
nmel engkapi segal a al asan hukum yang tidak di kenmukakan ol eh kedua
bel ah pi hak. (RO. 39, 41; IR 184.)

(2) Hakimitu waji b nengadili senua bagi an tuntutan.

(3) la dilarang nenj at uhkan keputusan atas perkara yang ti dak
di tuntut, atau nenberikan | ebih daripada yang dituntut. (Rv.
50.)

Pasal 179.

(1) Sesudah di anbi|l keputusan dengan nengi ngat peraturan di atas
i ni, maka kedua bel ah pi hak di panggi| masuk kenbali dan
keput usan haki m di makl unkan ol eh ketua di hadapan unmum (RO 40;
Sv. 17 1; IR 116, 186, 317.)

(2) Jika kedua belah pitiak atau sal ah satu tidak hadir pada waktu
keputusan itu di makl unkan, maka atas perintah ketua, keputusan
haki mitu harus diberitahukan kepada pi hak yang tidak hadir itu
ol eh seorang pegawai yang di kuasakan untuk itu. (IR 184, 192,
318, 388.)

(3) Pasal 125 ayat terakhir berlaku dalamhal ini. (IR 188.)

Pasal 180.

(1) Biarpun orang nenbant ah keputusan haki m atau nmem nta bandi ng,
pengadi | an bol eh meneri nt ahkan supaya keputusan hakimitu
di j al ankan dulu, jika ada suatu tanda al as hak yang otentik atau
suatu surat yang nmenurut peraturan boleh diterim sebagai bukti,
atau ji ka ada keputusan hukuman | ebi h dahul u dengan keput usan
haki m yang sudah nmenperol eh kekuatan hukum yang pasti, atau jika
di kabul kan tuntutan senentara, pula dalam hal perselisihan
tentang besit. (KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR 181, 190; S.
1867-29.)
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(2)

Akan tetapi hal nenjal ankan keputusan hakimitu | ebi h dul u,
sekal i -kau tidak hol eh di perluas nmenjadi penyanderaan. (IR 209
dst.)

Pasal 181.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bar angsi apa di kal ahkan dengan keputusan haki m akan di hukum pul a
menbayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu senuanya
at au sebagi an bol eh di per hi tungkan antara suam -istri, kel uarga
sedarah dalamgaris |urus, saudara |aki-|aki dan saudara

per empuan, atau kel uarga senenda dal am deraj at yang sama; begitu
pul a hal nyaj i ka masi ng- masi ng pi hak di kal ahkan dal am hal - hal
tertentu,

Pada keputusan senentara dan keputusan | ain yang nendahul ui

keput usan terakhir, penganbilan keputusan tentang bi aya perkara
bol eh di tangguhkan sanpai pada waktu d@t uhkan keputusan
terakhir. (Rv. 58; Sv. 41 1; IR 180, 182 dst., 237 dst., 378.)
Bi aya perkara yang di putuskan dengan keputusan tanpa kehadiran,
hani s di bayar ol eh pi hak yang di kal ahkan, neski pun | a nmenang

per kara sesudah nmenbantah atau nmem nta bandi ng, kecuali kal au
pada waktu di peri ksa bant ahannya at au bandi ngnya, ternyata bahwa
ia tidak di panggil dengan sah.

Dal am hal tersebut pada pasal 127, biaya panggil an ul ang kepada
tergugat yang tidak datang, harus di bayar oleh tergugat itu,
meski pun ia nmenang perkara, kecuali jika pada waktu persi dangan
pertama, ia tidak di panggil dengan sah.

Pasal 182.
(s.d. u. dg. S. 1927-248jo. 338.) Hukuman nenbayar biaya perkara
ti dak bol eh nel ebi hi:

1°. bi aya kantor panitera pengadilan dan biaya nmeterai, yang perlu
di pakai dal am perkara itu

2°. bi aya saksi, ahli dan juru bahasa, terhitung juga biaya sunpah
mereka itu, dengan pengertian, bahwa pi hak yang m nta supaya
di periksa |l ebih dari |lim orang saksi tentang satu kejadi an
ti dak bol eh nenuntut penbayaran bi aya kesaksian yang lebih itu
kepada | awannya,;

3°. bi aya peneri ksaan setenpat dan tindakan-tindakan |ain yang
ber sangkut an dengan perkara itu;

4°. gaji pegawai yang di suruh mel akukan panggi| an, penberitahuan dan
segal a surat juru sita yang | ain;

5°. bi aya tersebut pada pasal 138 ayat (6);

6°. gaji yang harus di bayar kepada panitera pengadil an atau pegawai
| ai n karena nenj al ankan keputusan haki m senuanya itu nenurut
peraturan dan tarif yang telah atau akan ditetapkan ol eh
penmerintah (Gubernur Jenderal), atau jika itu tidak ada, nenurut
t aksi ran ket ua.

Pasal 183.

(1) Besanya bi aya perkara yang di bebankan kepada sal ah satu pi hak,
harus di sebut kan pada putusan hakimitu.

(2) Ketentuan itu berlaku juga tentang jum ah biaya, kerugi an dan
bunga, yang harus di bayar ol eh satu pi hak kepada yang | ain
menurut keputusan itu. (Rv. 607, 610.)

Pasal 184.

(1)

Dal am put usan haki m har-us di cantunkan ringkasan yangj el as dari
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(2)

(3)

tuntutan dan jawaban serta dari al asan keputusan itu; begitu
juga, harus dicantunkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal
7 "Regl enmen susunan kehaki man dan kebijaksanaan nmengadili di

| ndonesi a", keputusan pengadi|l an negeri tentang pokok perkara
dan besarnya bi aya, serta penberitahuan tentang hadir tidaknya
kedua bel ah pi hak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.

Dal am put usan haki m yang ber dasar kan perat uran undang- undang
yang pasti, peraturan itu harus disebutkan. (RO 7, 30 dst.; Rv.
61; Sv. 174; IR 178 dst., 181 dst., 185 dst., 319.)

Put usan haki mitu ditandatangani ol eh ketua dan panitera
pengadi |l an. (RO 43; Sv. 174-71; IR 116, 186 dst., 319-61.)

Pasal 185.

(1)

(2)

Put usan haki m yang bukan putusan terakhir, sekalipun harus

di ucapkan dal am persi dangan, tidaklah dibuat tersendiri,
nmel ai nkan hanya di catat dal am berita acara persi dangan.

Ti ap-tiap pi hak bol eh nmem nta salinan-salinan otentik dar
catatan itu atas biaya masing-nmasing. (Rv. 48; Sv. 420; IR 184,
186 dst.)

Pasal 186.

(1)

(2)

Pani tera pengadi | an harus nenbuat berita acara tiap-tiap
perkara; apa yang terjadi dal am persidangan, di dalamberita
acara itu harus di sebut pertinbangan tersebut pada ayat (3)
pasal 7 , Regl enmen susunan kedan keboaksanaan nengadili di

| ndonesia". D dalamberita acara itu tidak bol eh di sebut kan
apakah keputusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau
dengan suara bulat. (RO 41, 63; Rv. 29; Sv. 141, 176; IR 131,
179, 184, 192, 322.)

Berita acara itu ditandatangani ol eh ketua dan panitera
pengadil an. (Rv. 62; IR 116, 185, 187, 322.)

Pasal 187.

(1)

(2)

Ji ka ketua tak dapat nenandatangani keputusan hakimatau berita
acara persi dangan, nmaka penandat anganan di | akukan ol eh anggot a
yang i kut serta neneriksa perkara itu, yang pangkatnya seti ngkat
di bawah pangkat ket ua.

Ji ka Panitera pengadil an tak dapat nenandat angani keputusan atau
berita acara persidangan itu, nmaka hal itu harus di sebutkan
dengan tegas dal am berita acara persidangan itu. (RO 52; Rv.

63; IR 184, 186, 322.)

Bagi an 4. Bandi ng.

Bagi an ini tidak berlaku |agi; yang berl aku sekarang nengenai
per kara perdata adal ah UU No. 20/1947, Bab 111, Bagian 1, yang
ber bunyi sbb.

Pasal . 6.

Dari putusan-putusan Pengadil an Negeri di Jawa dan Madura
tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya
harga gugat ial ah seratus ruplah atau kurang, ol eh sal ah satu
dari pi hak-pi hak (partijen) yang berkepenti ngan dapat di m nta,
supaya peneri ksaan perkara di ul angi ol eh Pengadil an Ti nggi yang
ber kuasa dal am daer ah hukum masi ng- masi ng.
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Pasal 7.

(1) Perm ntaan untuk peneri ksaan ul angan harus di sanpai kan
dengan tulisan atau dengan |isan ol eh pem nta atau wakil nya,
yang sengaj a di kuasakan untuk nemaj ukan perm ntaan itu,
kepada Panitera Pengadil an Negeri, yang nenjat uhkan putusan,
dal am enpat bel as hari, terhitung mulai hari berikutnya har
pengunuman put usan kepada yang ber kepenti ngan.

(2) Bagi pem nta yang tidak berdi am dal am kar esi denan t enpat
Pengadi | an Negeri tersebut bersidang, nmeka | amanya tenpo
untuk mem nta peneri ksaan ul angan duadi kan tiga pul uh hari.

(3) Ji ka ada perm ntaan akan peneri ksaan ul angan ti dak dengan
bi aya, maka tenpo itu dihitung mulai hari berikutnya har
penberitahuan putusan Pengadil an Tinggi atas perm ntaan
tersebut kepada Ketua Pengadil an Negeri .

(4) Perm ntaan akan peneri ksaan ul angan tidak boleh diterinma,
jika tenpo tersebut di atas sudah |alu, dem kian juga jika
pada waktu nmemaj ukan permi ntaan itu tidak di bayar |ebih
dahul u bi aya, yang di haruskan menurut peraturan yang sah,
bi aya mana harus ditaksir ol eh Panitera Pengadil an Negeri
t er sebut .

Pasal 8.

(1) Dari putusan Pengadil an Negeri, yang dijatuhkan di |uar
hadir tergugat, tergugat tidak bol eh mi nta peneri ksaan
ul angan nel ai nkan hanya dapat nenper gunakan perl awanan dal am
pemeri ksaan tingkat pertama, akan tetapi jikal au penggugat
m nta peneri ksaan ul angan, tergugat tidak dapat
menper gunakan hak perl awanan dal am peneri ksaan ti ngkat
pertana.

(2) Jika, dari sebab apa pun juga tergugat tidak dapat
menper gunakan hak perl awanan dal am peneri ksaan ti ngkat
pertama, tergugat boleh nem nta peneri ksaan ul angan.

Pasal 9.

(1) Dari putusan Pengadi |l an Negeri yang bukan putusan
penghabi san dapat dmmta penenksaan ul angan hanya bersana-
sama dengan put usan penghabi san.

(2) Putusan, dal am mana Pengadi | an Negeri nenganggap dirinya
ti dak berhak untuk nmeneri ksa perkaranya, di anggap sebagai
put usan penghabi san.

Pasal 10.
(1) Permi ntaan peneriksaan ul angan yang dapat diterim, dicatat
ol eh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
(2) Panitera nmenberitahukan hal itu kepada pi hak | awan yang
m nta peneri ksaan ul angan.

Pasal 11.

(1) Kenudi an sel anbat - | anbat nya enpat bel as hari setel ah
perm ntan peneri ksaan ul angan diterinma, Panitera nmenberi
t ahu kepada kedua bel ah pi hak bahwa nereka dapat neli hat
surat-surat yang bersangkut an dengan perkaranya di kantor
Pengadi | an Negeri sel ama enpat bel as hari.

(2) Kenudi an turunan putusan, surat peneriksaan dan surat-surat
| ai n yang bersangkutan harus di kirimkepada Panitera
Pengadi | an Ti nggi yang bersangkut an sel anbat - | anbat nya satu
bul an setel ah nenerima perm ntaan peneri ksan ul angan.
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(3)

Kedua bel ah pi hak bol eh nmemasukkan surat-surat ket erangan
dan bukti kepada Panitera Pengadi|l an Negeri atau kepada
Pani tera Pengadi |l an Tinggi yang akan nmenutuskan, asal saia
turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pi hak | awan
dengan perant araan pegawai Pengadil an Negeri yang ditunj uk
ol eh Ketua Pengadi | an Negeri itu.

Pasal 12.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Perm ntaan izin supaya tidak bayar biaya dal am peneri ksaan

ul angan harus di sanpai kan dengan |isan atau dengan sur at
kepada Panitera Pengadil an Negeri, yang nenjat uhkan putusan,
beserta dengan surat keterangan dari sal ah seorang pegawai
panong praja yang ber hak nmenberi kannya dal am daer ah tenpat

ti nggal nya, bahwa ia tidak manpu nenbayar biaya, ol eh yang

m nta peneri ksaan ul angan di dal am enpat bel as hari

terhitung nulai hari berikutnya hari pengunmuman putusan
kepada yang berkepentingan, ol eh pihak |lain di dal am enpat
bel as hari terhitung nulai hari berikutnya penberitahuan
peneri ksaan ul angan.

Perm ntaan itu ditulis ol eh Panitera Pengadil an Negeri dal am
daftar.

D dal am enpat belas hari sesudah dituliskan itu, nmaka Haki m
Pengadi | an Negeri nmenyuruh menberitahukan perm ntaan itu
kepada pi hak yang | ain dan nmenyuruh memanggi| kedua bel ah

pi hak supaya datang di nuka Haki mtersebut.

Ji ka pem nta tidak datang, perm ntaan di anggap tidak ada.
Jika pem nta tidak datang, ia diperiksa oleh Hakim begitu
juga pi hak yang lain, jika ia datang.

Pasal 13.
Surat peneri ksaan harus di kiri mkepada Pengadi | an Ti nggi yang
ber hak menut uskan per karanya dal am peneri ksaan ti ngkat kedua,
sel anbat - | anbat nya tuj uh hari sesudah peneri ksaan sel esai

Pasal 14.
Pengadi | an Tinggi nenberi putusan atas perm ntaan tersebut dan
menyur uh nmenberi tahu sel ekas mungki n putusan itu kepada Ketua
Pengadi | an Negeri yang ber sangkut an.

Pasal 15.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengadi | an Ti nggi dal am peneri ksaan ul angan neneri ksa dan
menut uskan dengan tiga Hakim jika di pandang perlu, dengan
mendengar sendiri kedua bel ah pi hak atau saksi.

Ji ka Haki m Pengadi | an Negeri nenutuskan, bahwa ia tidak

ber hak neneri ksa perkaranya, dan Pengadil an Ti nggi

ber pendapat | ain, Pengadilan Tinggi mnenyuruh Pengadil an
Negeri nenutuskan perkaranya atau nenutuskan sendiri

per kar anya.

Pani tera Pengadi |l an Tinggi nengirim sel ekas m ungki n turunan
put usan tesebut beserta dengan surat peneri ksaan dan surat -
surat |ain yang bersangkutan kepada Pengadi | an Negeri yang
menmut uskan dal am peneri ksaan ti ngkat pertama

Cara menj al ankan putusan ini sama dengan cara nenjal ankan
put usan Haki m dal am peneri ksaan ti ngkat pertama
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Bagi an 5. Pel aksanaan Keput usan Haki m

Pasal 195.

(1) Keputusan haki m dal am perkara yang pada tingkat pertama
di peri ksa ol eh pengadi |l an negeri, dil aksanakan atas perintah dan
di bawah pi npi nan ketua pengadil an negeri yang neneri ksa perkara
itu, nmenurut cara yang diatur dal am pasal - pasal berikut. (Rv.
350, 360; IR 194.)

(2) Jika keputusan itu harus dil aksanakan sel uruhnya atau sebagi an
di luar daerah hukum pengadi | an negeri tersebut, nmaka ketuanya
akan mem nta bantuan dengan surat kepada ketua pengadi | an neger
yang ber hak; begitu juga hal nya pel aksanaan keputusan di | uar
Jawa dan Madur a.

(3) Ketua pengadil an negeri yang dimnta bantuan itu harus bertindak
menur ut ketentuan ayat di atas, jika nyata bagi nya, bahwa
keputusan itu harus dil aksanakan sel uruhnya atau sebagi an di
| uar daerah hukummya.

(4) Bagi ketua pengadil an negeri yang di m nta bantuannya ol eh teman
sej awat nya dari |uar Jawa dan Madura, berlaku segal a peraturan
dal am bagi an i ni, tentang segal a perbuatan yang akan dil akukan
karena perm ntaan itu.

(5) Dal am dua kali dua puluh enpat jam ketua yang di mi ntai bantuan
itu harus nenberitahukan segal a usaha yang tel ah di peri ntahkan
dan hasil nya kepada ketua pengadi | an negeri yang mul a-mul a
memeri ksa perkara itu

(6) Ji ka pel aksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu
di | akukan ol eh orang |ain yang nengakui barang yang disita itu
sebagai mliknya, maka hal itu serta segala perselisihan
t ent ang upaya paksa yang di perintahkan itu, diajukan kepada dan
di put uskan ol eh pengadil an negeri yang dal am daerah huki mya
harus dil aksanakan keputusan itu. itu, tiap dua kali dua pul uh

(7) Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua
kali dua pul uh enpat jam harus di beritahukan dengan surat ol eh
ketua pengadil an negeri itu kepada ketua pengadil an negeri yang
mul a- nul a nmeneri ksa perkara itu.

Pasal 196.
Ji ka pi hak yang di kal ahkan tidak mau atau | al ai nmemenuhi keputusan
itu dengan bai k, maka pi hak yang di nenangkan nengaj ukan perm nt aan
kepada ket ua pengadil an negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1),
bai k dengan |isan maupun dengan surat, supaya keputusan itu
di | aksanakan. Kenudi an ketua itu akan nmemanggi| pi hak yang kal ah
itu serta nmenegurnya, supaya ia nenmenuhi keputusan itu dal am waktu
yang di tentukan ol eh ketua itu, selama-|amanya del apan hari. (Rv.
439, 443; IR 94, 113, 130.)

Pasal 197.

(1) Jika sudah | ewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang
kal ah itu bel umjuga nmenenuhi keputusan itu, atau jika orang
itu, sesudah di panggil dengan sah, tidak juga nenghadap, maka
ketua, karena jabatannya, akan nmenberi perintah dengan surat,
supaya di sita sekian barang bergerak dan ji ka yang dem ki an
tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak
kepunyaan orang yang kal ah itu, sampai dianggap cukup nenj adi
pengganti jum ah uang tersebut dal am keputusan itu dan senua
bi aya unt uk nel aksanakan keputusan itu.

(2) Penyitaan dijal ankan ol eh panitera pengadil an negeri .
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Bila panitera itu berhal angan karena tugas di nas atau karena

al asan yang lain, maka ia digantikan ol eh seorang yang cakap

at au dapat di percaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas
atas perm ntaannya ol eh kepal a peneri ntahan setenpat (dal am ha

i ni asisten-residen); dalam hal nmenunjuk orang itu menurut cara
tersebut, jika dianggap perlu nenuat keadaan, ketua berkuasa

j uga untuk nenghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tenpat
penyi taan itu.

Penunj ukan orang itu dil akukan hanya dengan nenyebut kan at au
dengan mencat at nya dal am surat perintah tersebut pada ayat (1)
pasal ini.

Panitera itu atau orang yang di tunjuk sebagai gantinya,
hendakl ah nmenbuat berita acara-tentang tugasnya, dan
menberitahukan nmaksud isi berita acara itu kepada orang yang

di sita barangnya itu, kalau ia hadir.

Penyitaan itu dil akukan dengan bant uan dua orang saksi, yang

di sebut kan namanya, pekerjaannya dan tenpat di aimya dal am berita
acara itu, dan yang ikut nenandatangani berita acara itu dan

sal i nannya.

(s. d. u. dg. S. 1932-42,) Saksi itu harus penduduk | ndonesi a,
tel ah berunmur 21 tahun dan di kenal ol eh penyita itu sebagai
orang yang dapat di percaya, atau diterangkan dem ki an ol eh
seorang panong praj a bangsa Eropa atau | ndonesi a.

Penyi t aan barang ber gerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai
dan surat berharga, bol ehjuga dil akukan al as barang bergerak
yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh
di | akukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh ber guna
bagi orang yang kal ah itu dal am nenj al ankan mata pencahari annya
sendiri.

Panitera atau orang yang ditunjuk nenjadi pengganti nya hendakl ah
menbi ar kan, nmenurut keadaan, barang bergerak itu sel uruhnya atau
sebagi an di si npan ol eh orang yang disita barangnya itu, atau
menyur uh nmenbawa barang itu sel uruhnya atau sebagi an ke suatu

t enpat penyi npanan yang nemadai . Dal am hal pertama, hal itu
harus di beritahukan kepada polisi desa atau polisi kanmpung, dan
polisi itu harus nmewaga, supaya jangan ada barang yang dil ari kan
orang. Bangunan-bangunan orang | ndonesia, yang tidak nel ekat
pada tanah, tidak bol eh di bawa ke tenpat |ain. (Rv. 444, 446,
449, 454, 473; IR 94 dst., 113.)

Pasal 198.

(1)

(2)

Ji ka yang disita barang tetap, naka berita acara penyitaan itu
akan di makl unkan kepada unmum dengan cara sebagai berikut: jika
barang tetap itu sudah di bukukan nmenurut "Ordonansi Bali k- Nama"
(S. 1834-27), dengan nenyalin berita acara itu dal am daftar

t ersebut pada pasal 50 "Ketentuan-ketentuan tentang berl akunya
dan peral i han perundang-undangan baru" (S. 1848-10), dan jika
ti dak di bukukan menurut ordonansi tersebut, dengan nenyalin
berita acara itu dal am daftar yang di sedi akan untuk itu di
kant or panitera pengadil an negeri; dal am kedua hal itu, harus
di sebutkan jam hari, bulan dan tahun penyitaan itu dimnta

di makl unkan kepada unum sedang jam hari, bulan dan tahun itu
harus dicatat ol eh panitera pada surat asli yang diberikan
kepadanya. (Rv. 507; Ov. 50, 10 overschr.)

Selain itu, kepala desa, atau perintah orang yang ditugaskan
nmenyita barang itu, harus nemakl unkan penyitaan barang itu di
tenpat itu, supaya diketahui orang sel uas-| uasnya.
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Pasal 199.

(1)

Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu

di makl unkan kepada unum pi hak yang di sita barangnya tidak bol eh
| agi mem ndahkan, nenbebani atau nenyewakan barang itu kepada
orang | ain.

(2) Perjanjian yang berl| awanan dengan | arangan itu tak dapat di pakai

untuk nmelawan juru sita itu. (Rv. 507.)
Pasal 200.

(1) Penjual an barang sitaan dil akukan dengan perantaraan kant or
| el ang atau, nenurut pertinbangan ketua atas keadaan, oleh juru
sita itu atau orang yang cakap dan dapat di percaya, ditunjuk
ol eh ketua dan tinggal di tenpat penjualan itu atau di sekitar
tenpat itu. (Rv. 453, 466.)

(2) Akan tetapi, kalau penjualan tersebut harus dil akukan unt uk

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

menj al ankan suatu keputusan yang nmenyuruh nmenbayar suatu jum ah
yang tidak |lebih damtiga ratus gulden, di l|uar biaya perkara,
atau kal au nenurut pertinbangan ketua bol eh di sangka, bahwa
barang yang disita itu tidak akan | ebih dari tiga ratus gul den,
maka penjual an itu sekali-kali tidak bol eh dil akukan dengan

per ant ar aan kantor | el ang.

Dal am hal itu penjualan itu akan dil akukan oleh juru sita itu
atau ol eh orang-orang yang cakap dan dapat di percaya, seperti
yang di sebut pada ayat (1). Orang yang di perintahkan untuk
menj ual hendakl ah nenberi | aporan dengan surat kepada ketua
tentang hasil penjual an itu.

Orang yang di kal ahkan, berwenang unt uk nenentukan urutan

penj ual an barang yang disita itu.

Segera setel ah hasil penjualan itu nmencapai jum ah tersebut

dal am keput usan di t anbah dengan bi aya pel aksanaan keputusan itu,
penual an itu akan di henti kan; barang sel ebi hnya, harus

di kenbahkan pada saat itu kepada orang yang kal ah itu.

Penj ual an barang bergerak dil akukan sesudah rencana penj ual an
di ununkan pada waktu yang tepat dan nenurut kebi asaan setenpat;
penjual an itu tidak bol eh di |l akukan sebel um hari kedel apan
sesudah barang-barang itu disita.

Ji ka bersama- sama dengan barang bergerak itu juga disita barang
tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan | ekas
rusak, maka penjualan itu harus dil akukan serentak, dengan
menper hati kan aturan tentang urutan penjual an barang, tetap
hanya sesudah di umunkan dua kali, dengan sel ang waktu |ima bel as
hari .

Jika yang disita itu semata-mata barang tetap, nmaka aturan
tersebut pada ayat di atas ini, dipakai untuk penjual an barang
itu.

Penj ual an barang tetap yang kiranya berharga | ebih dari seribu
gul den harus di unmunkan satu kali dal am surat kabar setenpat,

sel anbat - | anbat nya enpat bel as hari sebel um hari penjual an itu;
ji ka tidak ada surat kabar setenpat, maka hal itu di umunkan
dal am surat kabar daerah terdekat. (Rv. 516.)

(10) Hak seseorang atas barang tetapnya yang dijual, dengan

diteri manya tawaran penbeli, pindah kepada si penbeli segera
setel ah ia menmenuhi syaratsyarat penbelian. Jika ia telah
memenuhi syarat-syarat itu, nmaka kepadanya harus di beri kan surat
ket erangan tentang hal itu ol eh kantor |elang atau ol eh orang
yang di tugaskan nmenjual barang itu. (Rv. 526, 532.)
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(11) Ji ka seseorang enggan neni nggal kan barang tetapnya yang dijual,
maka ketua pengadil an negeri akan menbuat surat perintah kepada
orang yang berwenang, untuk nenjal ankan surat juru sita dengan
bant uan panitera pengadil an negeri atau seorang pegawai bangsa
Eropa yang di tunjuk ol eh ketua, dan jika perlu dengan bantuan
polisi, supaya barang tetap itu ditinggal kan dan di kosongkan
ol eh orang yang dijual barangnya serta ol eh sanak saudaranya.
(Rv. 526, 1033.)

Pasal 201.
Ji ka pada suatu waktu bersanma-sama di aj ukan dua perm ntaan atau
| ebi h untuk pel aksanaan keput usan haki m yang dij at uhkan kepada
seorang debitur, maka dengan satu berita acara disital ah sekian
banyak barangnya, sehingga haki mya cukup untuk nengganti junl ah
uang dari senua keputusan bi aya pel aksanaan keputusan itu.

Pasal 202.
Ji ka sesudah dil akukan suatu penyitaan, tetapi sebelumdijual barang
yang disita itu, diterima | agi perm ntaan | ain untuk nel aksanakan
keput usan yang dij at uhkan pada debitur itu, maka hasil penyitaan itu
dapat di pergunakan juga untuk nengganti uang yang nesti di bayar
menur ut keputusan yang di maksud dengan perm ntaan itu; jika perlu,
ket ua dapat nenberi perintah untuk nel anj utkan penyitaan atas seki an
banyak barang yang bel um disita, sanpai cukup untuk nengganti juml ah
uang yang harus di bayar nenurut keputusan itu serta biaya untuk
penyi taan | anjutan itu.

Pasal 203.
Dal am wakt u tersebut pada pasal 202, keputusan yang dij at uhkan
kepada debitur ol eh hakim |l ain dari haki mtersebut pada pasal 195
ayat (1), boleh juga dikirinkan kepada ketua yang neneri nt ahkan
penyi taan itu, supaya juga dijal ankan. Peraturan pasal 202 juga
ber| aku bagi perm ntaan itu.

Pasal 204.

(1) Dal am hal tersebut pada ketiga pasal di atas, ketua nenent ukan
cara nmenbagi pendapatan penjualan itu di antara para kreditur
sesudah nendengar atau nemanggi | dengan sah debitur yang
ber sangkut an dan kreditur yang nem nta supaya dijal an keput usan
I tu.

(2) Kreditur yang datang nenurut panggilan tersebut pada ayat di
atas, boleh m nta bandi ng kepada pengadi |l an tinggi (raad van
jusititie) tentang penbagi an itu; ketentuan-ketentuan pasal 188
sanpai dengan pasal 194 berl aku bagi perm ntaan itu.

Pasal 205.
Segera setel ah keputusan ketua pengadi |l an negeri tentang penbagi an
itu berkekuatan pasti, ketua akan mengirinkan suatu daftar penbagi an
kepada juru |l elang atau kepada orang yang ditugaskan untuk nenjual,
supaya di pakai nya sebagai dasar penbagi an uang pendapatan | el ang
I tu.

Pasal 206.

(1) (s.d.u.t. dg. S. 1933-124.) Keputusan yang newaji bkan
penbayar an uang, yang banyaknya tidak |ebih dari seratus |lim
pul uh gul den di luar biaya perkara, dijalankan tanpa nenberi
peri ngatan | ebi h dulu. Penyitaan dan penjual an barang bergerak
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(2)

di | akukan dal am hal itu nmenurut cara tersebut pada pasal 93
sanpai dengan pasal 97, tetapi dengan perbedaan, bahwa tugas itu
di peri ntahkan ol eh ketua pengadi | an kepada kepala distrik atau
seor ang pej abat I ndonesi a yang sama kedudukan pangkat nya dengan
kepal a distrik, yang bol eh nenugaskan hal itu kepada seorang
kepal a onderdistrik, mantri-polisi atau juru tulis yang berada
di bawah perintahnya, tetapi la sendiri wajib nenberi |aporan
hasi| pekerjaan itu secara tertulis atau secara |isan kepada
ket ua pengadilan itu.

Kepal a onderdi strik bol eh pula nelinpahkan tugas itu kepada
mantri- polisi atau juru tulis yang di bawah perintahnya.

Juru tulis hanya bol eh ditugaskan untuk nenjal ankan keput usan
itu, kalau unmunya dan nmasa kerjanya sudah sanpai pada batas nasa
kerja yang ditetapkan ol eh penerintah. Atas pekerjaan juru
tulis yang di bawah perintahnya itu, kepala distrik, atau dal am
hal ini kepala onderdistrik, tetap bertanggung | awab.

Ji ka tidak cukup barang bergerak, maka atas perintah tertulis
yang di buat ol eh ketua karena jabatannya, harus disita pula
barang tetap debitur itu sebanyak yang di perl ukan dengan cara
tersebut pada pasal 197 dan dengan nenper hati kan peraturan pasa
198; barang itu dijual dengan nenperhati kan peraturan pasal 200.

Anot asi : Pasal - pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93.

Pel aksanaan keputusan pengadil an disirik dalam perkara perdata yang

di bandi ng at au dal am bandi ng ditetapkan seluruhnya atau sebagi an ol eh
haki m yang | ebi h tinggi, harus diperintahkan ol eh kepala distrik kepada
kepal a desa atau bawahannya yang | ain.

Pasal 94.

(1) Kepala desa atau tiap-tiap orang |ain yang disuruh nel aksanakan
keputusan dem ki an, harus | ebi h dulu nenperi ngat kan orang yang
kal ah perkara untuk nenmenuhi keputusan hukuman yang dij at uhkan
kepadanya dal am del apan hari beri kut nya.

(2) Jika keputusan itu tidak di penuhi sesudah | ewat del apan hari, naka
kepal a distrik harus nenerintahkan supaya disita sekian banyak
barang tidak tetap mlik orang yang kal ah perkara itu, sanpai bol eh
di anggap cukup untuk mel aksanakan keputusan hakimitu, kecual
kal au kepal a disri k nmendapat al asan untuk nenberi waktu | agi kepada
orang itu.

Pasal 95.

Penyi taan itu dil akukan ol eh orang yang di suruh nel akuakan keputusan
itu di hadapan dua orang saksi, dan sedapat nungkin di hadapan orang
yang kal ah perkara; harga barang yang disita harus ditaksir satu per
satu ol eh orang yang di suruh nel aksanakan keputusan itu.

Pasal 96.

(1) Jika dua hari sesudah barang-barang yang disita, orang yang kal ah
perkara belum juga nenenuhi keputusan itu, maka barang-barang yang
disita itu harus dijual oleh orang yang di suruh nel aksanakan
keputusan itu di hadapan unmum dengan dua orang saksi, dengan
bayaran tunai, sanpai diperoleh jum ah uang tersebut dal am
keputusan, kepada penawar tertinggi, kecuali kalau tawarannya
kurang dari harga taksiran; dalam hal dem ki an, barangbarang itu
di serahkan dengan harga yang ditaksir kepada kreditur untuk siapa
di adakan penjual an itu.

(2) Orang yang kal ah perkara berhak untuk nenunjukkan tertib penjual an
bar ang- barang yang disita itu.

(3) Barang yang tidak perlu dijual, harus dikenbali kan kepada orang
yang kal ah perkar a.
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Pasal 97.

Hewan dan per kakas yang sangat di perlukan ol eh yang kal ah perkara itu
unt uk nenj al ankan mata pencari annya sendiri, tidak boleh disita.

Pasal 207.

(1)

Per | awanan debitur terhadap pel aksanaan keputusan, bai k dal am
hal disitanya barang tak bergerak maupun dal am hal disitanya
barang bergerak, harus diberitahukan ol eh orang itu dengan surat
atau dengan |isa kepada ketua pengadi |l an negeri tersebut pada
pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan
lisan, maka ketua waji b nencatatnya atau nenyuruh nencat at nya.
(IR 120, 197, 206.)

(2) Kerudi an perkara itu ol eh ketua pada persi dangan yang pertana
sesudah itu, supaya di putuskan sesudah kedua bel ah pi hak
di peri ksa atau di panggi| dengan sah. (IR 124 dst.)

(3) Perlawanan itu tidak dapat nenahan orang nenul ai atau neneruskan
pel aksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua nenberi perintabh,
supaya hal itu ditangguhkan sanpai pengadil an negeri nmenganbi l
keputusan. (Rv. 422; IR 208, 224.)

Pasal 208.

(1) Pengaturan pasal di atas berlaku juga jika orang |ain nmelawan
keputusan itu dengan nengat akan, bahwa barang yang disita itu
mliknya. (Rv. 477 dst.)

(2) Untuk keputusan yang dij at uhkan nmenurut pasal ini dan pasal di
atas, berlaku senua peraturan umum tentang hal nmem nta bandi ng.
(IR 188 dst.)

Pasal 209.

(1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk nmenmenuhi keputusan,
maka atas perm ntaan pi hak yang nmenang perkara, entah perm ntaan
lisan entah perm ntaai tertulis, ketua akan nenberi perintah
tertulis kepada orang yang ber kuasa untuk nenal ankan surat sita,
supaya debitur itu disandera. (Rv. 583 dst.; IR 338 dst.)

(2) Lamanya penyanderaan debi tur ditentukan nenurut pasal di bawah
i ni dan harus di sebut dalam surat perintah itu. (Rv. 580, 586;
Sv. 347; IR 98, 180, 197, 206, 211 dst., 213, 215, 217, 220
dst.; 222, 224, 331 dst.; S. 1894-244.)

Pasal 210.

(1) Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam bul an | amanya, jika
orang itu di hukum nenbayar sanpai seratus gulden; (T. X I1-37
1, IR 203, 219, 221, 223 dst.)
untuk setahun | amanya, jika orang itu di hukum nmenbayar |ebih
dari seratus sanpai tiga nmtus gulden
untuk dua tahun | amanya, jika orang itu di hukum nmenbayar |ebih
dari tiga ratus sanmpai |lim ratus gul den
untuk tiga tahun | amanya, jika orang itu di hukum menbayar | ebih
dari |lima ratus gul den.

(2) Biaya perkara tidak termasuk pada jum ah tersebut di atas ini.

Pasal 211.

Anak dan keturunannya sekali-kali tidak bol eh nmenyuruh nmenyander akan
kel uarga sedarah dan senendanya dal am garis ke atas. (KUHPerd. 298;

Rv.

582; IR 209, 218, 331.)
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Pasal 212.
Debi tur tidak bol eh di sander a:

1°. di dal am runmah i badat yang sedang di pergunakan unt uk kebakti an;

2°. dal am ruang si dang | enbaga penerintah sel ana ada persi dangan.
(Rv. 22, 595; IR 218.)

Pasal 213.

(1) Jika debitur itu nelawan penyanderaan itu dengan nenyat akan
perbuatan itu tidak sah, dan ia nenghendaki supaya segera
di anbi| keputusan tentang perlawanan itu, maka ia harus
mengaj ukan surat kepada ketua pengadil an negeri yang
memer i nt ahkan penyanderaan itu, atau jika debitur itu lebih
suka, ia harus di bawa nenghadap pej abat itu. Dal am kedua hal
itu, ketua akan nmenutuskan dengan segera patut tidaknya debitur
itu di sandera dahul u senentara nenunggu keput usan pengadi | an
negeri .

(2) Pasal 218 ayat (4), (6) dan (7) berlaku dalam hal itu.

(3) Jika debitur itu nengaj ukan perl awanan dengan surat, naka
senment ara nenunggu keputusan ketua, hendakl ah ia dijaga, supaya
jangan lari. (Rv. 599; BL 180, 209, 224.)

Pasal 214.
Debi tur yang tidak nel awan atau yang ditol ak perl awanannya, harus
segera di masukkan ke dal am penj ara yang ditentukan sebagai tenpat
penyanderaan. (Rv. 600.)

Pasal 215.
Penj aga penj ara harus nenberitahukan penyanderaan itu kepada
pani tera pengadil an negeri dal am dua pul uh enpat jam (KUHP 333,
555; IR 209, 212, 222 dst.)

Pasal 216.

(1) Segal a bi aya peneli haraan debitur yang di sandera itu ditanggung
ol eh kreditur, dan dibayar |ebih dulu kepada penjaga penjara,
tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari |amanya, nenurut peraturan
tentang hal itu, yang sudah atau akan di adakan ol eh peneri ntah
(Qubernur Jenderal). (IR 214-21.)

(2) Jika kreditur itu tidak nmenenuhi kewaji bannya sebel um hari yang
ketiga pul uh satu, nmaka atas perm ntaan debitur itu atau atas
per m nt aan penj aga penj ara, ketua pengadil an negeri dengan
segera menberi perintah, supaya debitur itu dil epaskan dar
penjara. (Rv. 587; IR 217, 219.)

(3) Pel aksanaan perintah itu, dalam hal ini dan dal am hal - hal yang
| ai n, harus diberitahukan ol eh penjaga penjara dal am dua pul uh
enpat jam kepada panitera pengadilan negeri. (TR 222; S. 1935-
305.)

Pasal 217.

Debi tur yang di sandera dengan sah, nenperol eh kebebasan yang ti dak

dapat ditarik kenmbali: (TR 216.)

1°. j 1 ka kebebasan itu di perol ehnya karena kreditur nmenberikan izin
untuk i1tu, entah dengan akta otentik, entah dengan pernyataan
i san, kepada panitera pengadilan negeri, yang waji b nencat at
pernyataan itu dal am daftar tersebut pada pasal 222,

2°. jika kebebasan itu di perol ehnya karena nenbayar atau menyi npan
dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri sejum ah uang
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yang harus di bayar kepada orang yang nenyuni h nmel aksanakan
paksaan badan itu serta bunganya, biaya perkara yang tel ah

di sel esai kan, biaya penyanderaan dan persekot biaya
penel i haraan. (KUHPerd. 1382 dst., 1404; Rv. 591, 809 dst.; Sv.
352; IR 209, 216.)

Pasal 218.

(1) Debitur yang tidak nengaj ukan perl| awanan menurut cara tersebut
dal am pasal 213, tidak kehilangan hak untuk nem nta pengadil an
negen nenbat al kan pengurungannya, jika nmenurut keterangannya
penyanderaan itu berl awanan dengan peraturan pasal 211 atau 212
at au dengan hukum karena sebab | ai n.

(2) Untuk nmencapai meksud itu ia harus nengaj ukan surat perm ntaan
kepada ketua pengadi | an negeri dengan perantaraan juru penjara.

(3) Jika debitur itu tidak pandai nenulis, nmaka hendakl ah ia diber
kesenpat an unt uk nmengaj ukan keberatannya itu dengan |isan kepada
ketua, yang akan nencatat atau nmenyuruh nencatat hal itu. (TR
118 dst.)

(4) Perkara itu di kenukakan ol eh ketua dal am per si dangan pengadi | an
negeri beri kutnya, dan di putuskan ol eh pengadil an negeri itu
dengan sepat ut nya nenurut pendapatnya, jika perlu, sesudah
memeri ksa debitur itu dan kreditur yang nendapat izin untuk
menyur uh nenyanderakan itu. (Rv. 606.)

(5) Dem ki an pul a di perbuat, jika debitur itu beranggapan bahwa ia
dapat nmengenukakan al asan yang sah untuk nel epaskan dirinya dar
penyander aan, kecuali al asan tersebut pada pasal 216, yang
di put uskan ol eh ketua sendiri.

(6) Dal am senmua hal ini, boleh dimnta bandi ng atas keputusan
pengadi | an negeri, tetapi dalam pada itu keputusan hakimitu
bol eh juga dil aksanakan | ebih dulu. (TR 180.)

(7) Peraturan pasal 188 sanpai dengan pasal 194 beriaku dal am hal
mem nta banding itu. (TR 213.)

Pasal 219.

(1) Debitur yang penyanderaannya di batal kan atau debitur yang dil epaskan
kar ena persekot biaya untuk peneliharaannya tidak di bayar, tidak
bol eh di sandera | agi karena utang itu, jika belum!|ewat sekurang-
kurangnya del apan hari sesudah ia dil epaskan. (Rv. 582; IR 216.)

(2) Ji ka penbebasan itu di perintahkan karena persekot bel anja untuk
penel i haraannya tidak di bayar, nmaka kreditur tidak boleh nmem nta
supaya debitur itu disandera lagi, jika ia tidak nmenbayar persekot
bel anj a penel i haraan untuk tiga bulan | amanya. (Rv. 605.)

(3) Waktu sel ama debitur itu nenjal ani penyanderaan, bagai manapun j uga,
harus di kurangkan dari jangka waktu yang diizi nkan untuk nenyandera
orang dal am beberapa hal. (TR 210.)

Pasal 220.
Orang yang lari dari penyanderaan, bol eh di sandera | agi berdasarkan
perintah yang dul u, tanpa nengurangi kewaji bannya untuk nengganti
septa kerugi an dan biaya yang terjadi akibat pelarian. (TR 209.)

Pasal 221.
Wal aupun teal ah nmewal ani paksaan badan, debitur itu tetap harus
menanggung ut angnya dengan bar ang- barang kepunyaannya. (TR 210.)

Pasal 222.
Pani t era pengadil an negeri harus nenegang daftar tersendiri tentang
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penyanderaan, yang nmenuat: (Rv. 593, 601 dst.; IR 217, 223.)

1°. perintah untuk nenyandera, yang diberikan ol eh ketua pengadil an
negeri, tanggai nya, nama, pekerjaan dan tenpat kedi anan orang
yang akan di sandera dan | amanya orang itu bol eh di sandera; (TR
209 dst.)

2°. tanggal pengurungan;

3°. t anggal penbebasan dari penyanderaan.

Pasal 223.
Sekur ang- kurangnya sekal i dal am sebul an waj i bl ah ketua pengadi | an
negeri nmenyuruh supaya daftar itu diperlihatkan kepadanya dan
mengawas- awasi betul, supaya tiap-tiap sandera yang sudah | ewat
wakt unya segera dil epaskan. (TR 210.)

Pasal 224.
Grosse dari akta hi potek dan surat utang yang di buat di hadapan
notaris di hidonesia dan yang kepal anya berbunyi "Dem keadil an
ber dasar kan Ket uhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan
keputusan hakim Jika tidak dengan jal an damai, maka surat dem ki an
di j al ankan dengan perintah dan di bawah pi npi nan ketua pengadil an
negeri, yang dal am daerah hukummya tenpat di am atau tenpat tinggal
debitur itu atau tenpat kedudukan yang dipilihnya, yaitu nmenurut
cara yang di nyatakan pada pasal - pasal yang | al u dal am bagi an i ni
tetapi dengan pengerti an, bahwa paksaan badan hanya bol eh dil akukan,
j 1 ka sudah dengan keputusan hakim Ji ka keputusan haki mitu harus
di | aksanakan sel uruhnya atau sebagi an di |uar daerah hukum
pengadi | an negeri yang nenerintahkan pel aksanaan keputusan itu, maka
harusl ah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. (Ov.
91; Rv. 440, 584; Not. 41; T. XII11-372.)

Bagi an 6. Hal Mengadili Perkara |stinmewa.

Pasal 225

(1) Ji ka seseorang yang di hukum untuk mel akukan suatu perbuat an
ti dak nel akukan perbuatan itu dal am waktu yang ditentukan haki m
maka pi hak yang nenang perkara bol eh nmem nta kepada pengadil an
negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah
dengan |isan, supaya keuntungan yang sedi anya akan di dapat nya
j 1 ka keputusan itu dil aksanakan, dinilai dengan uang yang
banyaknya harus di beritahukannya dengan pasti; perm ntaan itu
harus dicatat jika diajukan dengan lisan. (TR 118 dst.)

(2) Ketua nengaj ukan perkara itu dal am persi dangan pengadil an
negeri; sesudah debitur diperiksa atau di panggil dengan sah,
maka pengadi |l an negeri akan nenentukan, apakah perm ntaan itu
akan ditol ak, atau perbuatan yang di perintahkan tetapi tidak
di | akukan itu akan dinilai sebesar jum ah yang di kehendaki ol eh
pem nta atau kurang dari jum ah itu; dalam hal terakhir ini,
debi tur itu di hukum nenbayar jum ah itu. (KUHPerd. 1239; IR
228.)

Pasal 226.

(1) Pem lik barang bergerak, boleh nem nta dengan surat atau dengan
ban kepada ketua pengadi|l an negeri yang berkuasa di tenpat di am
atau tenpat tinggal orang yang nenegang barang itu supaya barang
itu disita.

(2) Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jel as
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

dal am perm ntaan itu

Ji ka perm ntaan itu diluluskan, maka penyitaan akan dil akukan
menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus

mel akukan penyitaan itu dan tentarkg persyaratan yang harus

di penuhi, berlaku juga pasal 197.

Pani tera pengadil an harus segera nenberitahukan penyitaan itu
kepada orang yang nengaj ukan perm ntaan, dan nener angkan
kepadanya, bahwa ia harus nenghadap persi dangan pengadi |l an
negeri berikutnya untuk nengaj ukan dan neneguhkan gugat annya.
Orang yang nenmegang barang yang disita itu harus di panggil atas
perintah ketua untuk nmenghadap persi dangan itu.

Pada hari yang ditentukan, peneriksaan perkara dan penganbil an
keput usan dij al ankan dengan cara biasa. (TR 130 dst., 139 dst.,
155 dst., 163 dst., 178 dst.)

Ji ka gugatan itu diterim, nmaka penyitaan itu disahkan, lalu

di peri ntahkan supaya barang yang disita itu di serahkan kepada si
penggugat ; sedang kal au gugatan itu ditolak, harus diperintahkan
supaya di cabut penyitaan itu.

Pasal 227.

(1)

(2)
(3)

Ji ka ada dugaan yang beral asan, bahwa seorang debitur, sebel um
keput usan haki m yang nengal ahkannya dij at uhkan atau bol eh

di j al ankan, nencari akal untuk nenggel apkan atau nel ari kan

bar angnya, bai k yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan
maksud unt uk nenj auhkan barang itu dari kreditur atas surat
perm ntaan orang yang berkepenti ngan, ketua pengadil an bol eh
menberi perintah, supaya disita barang itu untuk nenjaga hak
orang yang nener | ukan perm ntaan itu; kepada si pem nta harus
di beri tahukan bahwa ia harus nmenghadap persidangan pengadil an
negeri berikutnya untuk nengaj ukan dan nenguat kan gugat annya.
(Rv. 720 dst.; IR 124 dst., 1 163 dst.)

Debi tur harus di panggi|l atas perintah ketua untuk nmenghadap
per si dangan itu.

Tent ang orang yang harus nenj al ankan penyitaan itu dan tentang
peraturan yang harus dituruti serta aki bat yang ber hubungan
dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199.

(4) Pada hari yang ditentukan, peneriksaan perkara dijal ankan dengan
cara biasa. Jika gugatan itu diterim, maka penyitaan itu
di sahkan; jika ditolak, naka diperintahkan supaya di cabut
penyi taan itu.

(5) Perm ntaan tentang pencabutan penyitaan sel al u bol eh di aj ukan,
j 1 ka di adakan jam nan atau tanggungan | ain yang cukup. (Rv. 725;
IR 228.)

Pasal 228.
(1) Tentang keputusan haki m yang dij at uhkan ol eh pengadi |l an neger

menurut ketiga pasal di atas ini, berlaku peraturan unmum bagi
perm ntaan banding. (IR 188 dst.)

(2) Keputusan hakimtersebut pada ketiga pasal itu dilaksanakan
dengan cara biasa. (IR 196 dst., 209.)
Pasal 229.

Ji ka seseorang yang sudah akil-baliqg tidak bisa nmenelihara dirinya
dan nmengurus barangnya karena kurang akal, naka tiap-tiap sanak
saudar anya, atau nagi straat pada pengadil an negeri jika tidak ada
sanak saudar anya, berkuasa untuk nem nta, supaya di angkat seorang
penganpu untuk nenelihara orang itu dan nmengurus barangnya.
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Pasal 230.
Perm ntaan seperti itu diajukan kepada ketua pengadil an negeri, yang
akan nmemanggi | orang yang nengaj ukan perm ntaan itu, saksi-saksi
yang di tunjuknya dan orang yang akan di beri pengai npu, supaya nereka
dat ang nmenghadap pengadi |l an negeri pada hari persi dangan yang
di tent ukan. (KUHPerd. 438 dst.)

Pasal 231.
(1) Pada hari yang ditentukan itu diperiksa senmua orang yang
di panggi| itu; peneriksaan saksi-saksi dil akukan sesudah nereka
di sunpah.

(2) Jika permntaan itu di kabul kan, maka pengadi | an neger
mengangkat seorang penganpu, yaitu orang yang dapat di harapkan
akan nmenel i hara orang yang ber sangkut an dan barangnya dengan
sebai k- bai knya. (KUHPerd. 441, 449; IR 236.)

Pasal 232.
(1) Jika sudah tidak ada | agi al asan penganpuan itu, maka pengadil an
negeri bol eh nenghenti kan penganpuan it u.
(2) Perm ntaan akan penghentian penganpu itu, peneriksaan dan
keputusan tentang hal itu dibuat nenurut cara tersebut di atas.
(KUHPerd. 460; IR 229 dst., 236.)

Pasal 233.
Ji ka penganpuan itu berakhir karena di cabut atau karena sebab naka
penganpuan itu wajib nmenberi perhitungan dan pertanggung-j awaban
t ent ang pengurusannya kepada yang berhak. (KUHPerd. 409, 452.)

Pasal 234.

(1) Mengenai orang yang kel akuannya sel alu tidak bai k dan nel ewati
bat as, atau orang yang sekali-kali tidak bisa dibiarkan
sendirian, atau orang yang ber bahaya bagi keamanan orang | ain,
pengadi | an negeri, atas perm ntaan sanak saudaranya atau atas
perm nt aan magi straat pengadil an negeri, sesudah neneri ksanya
dengan patut, berkuasa untuk nenerintahkan dem keamanan dan
keterti ban, supaya orang itu di masukkan ke rumah kurungan yang
tersedia untuk itu, rumah sakit atau tenpat |ain yang | ayak
untuk itu, dan supaya |la ditahan di situ sel ama bel um t anpak
j el as tanda-tanda bahwa ia sudah baik. (RO 134 dst., 138;
Krankz. 48; S. 1868-72.)

(2) Perm ntaan tersebut tidak tergantung pada penganpuan, yang, jika
bel um di kenakan, dan ji ka ada cukup sebabnya, boleh diniinta
pada waktu itu juga atau kemudi an, nenurut peraturan di atas.
(KUHPerd. 456; IR 236.)

(3) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi orang yang
ber penyakit nengeri kan, mnta-mnta di hadapan unum at au
mengenbara tanpa mata pencahari an, atau menper gunakan nasi bnya
unt uk nmengganggu orang lain, tetapi dengan pengerti an bahwa:

a. orang itu hanya bol eh di masukkan ke rumah kurungan atau
rumah yang di nyat akan bai k untuk itu ol eh kepal a daerah
sesudah bernmupakat dengan kepal a di nas kesehat an rakyat;
jika perlu, kepala daerah bol eh nmenberi kan beberapa syar at
unt uk pernyataan bai k itu, sesudah bernupakat dengan kepal a
di nas kesehat an tersebut;

b. orang yang di kenakan keputusan haki m seperti yang di maksud
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pada ayat (1) pasal ini, tidak bol eh di msukkan ke rumah
kurungan atau rumah sakit yang di peruntukkan bagi orang yang
menderita penyakit nenular tertentu, jika belum dinyatakan
dengan surat ol eh dokter, - sedapat mungki n seorang ahl
yang nendi agnosa penyakit itu - bahwa orang itu nenderita
penyakit nmenular itu atau di perkirakan benar-benar nmenderita
penyakit itu; dokter itu haruslah dokter yang ditunjuk ol eh
kepal a daerah sesudah bernmupakat dengan inspektur atau waki l
i nspektur di nas kesehatan rakyat yang bersangkut an;

c. atas perm ntaan orang yang berkepentingan atau sanak
saudar anya atau magi straat, pengadilan negeri hendakl ah
nmel epaskan orang yang di tahan senentara menurut peraturan
tersebut, jika ia dianggap tak perlu | agi ditahan berhubung
dengan semua hal yang nmenyebabkan ia ditahan.

Pasal 234a.
(s.d.t. dg. S. 1936-81, 159; 1948-322.)

(1)

(2)

(3)

(4)

At as tuntutan nmagi straat, pengadil an negeri, dengan penetapan
seder hana, berhak juga nenerintahkan orang dewasa di masukkan ke
suatu tenpat bekerja yang tersedia untuk itu, yakni orang yang
di nyat akan ol eh kepal a departenen sosi al sebagai pengatur yang
mal as bekerja serta yang tidak nmenpunyai cukup nafkah hi dup,
jika ia nmelanggar ketertiban unmum karena m nta-m nta, karena
meri saukan at au karena kel akuannya bertent angan dengan keadaan
masyar akat yang bai k.

Tuntutan termaksud dal amayat (1) itu tidak di kabul kan, sebel um
orang yang dituntut itu didengar atau setidak-tidaknya di panggi
dengan sah. Pengadilan negeri nenganbil keputusan berdasarkan
penberitahuan dan | aporan yang dia, tetapi berhak nendengar
saksi -saksi yang dapat nenberi keterangan |ebih | anjut tentang
kej adi an itu.

Penet apan tersebut dal am kedua ayat di atas berkekuatan satu
tahun | amanya; jangka waktu itu sel al u dapat ditanbah dengan
satu tahun | agi kal au ada tuntutan seperti itu; dalam senmua ha
itu, kepal a departenen sosial berhak nel epaskan orang yang
bersangkutan dari tenpat itu setiap waktu, bila keadaannya yang
menyebabkan ia di masukkan itu tidak ada | agi atau bila keadaan
badannya atau pi ki rannya tidak nengi zinkan ia tinggal |ebih | am
di tenpat itu.

(a.d.t. dg. S. 1939-715.) Barang siapa dituntut supaya ditanbah
waktunya, di tenpat itu selama peneri ksaan pengadil an negeri .
Kal au tuntutan itu ditol ak pengadil an negeri, maka jika

magi straat pada pengadi |l an negeri nmenyatakan akan m nta bandi ng
tentang penetapan itu, orang yang bersangkutan tetap tinggal di
tenpat itu selama peneri ksaan pengadilan tinggi (raad van
justitie).

(5) Penetapan yang dijatuhkan pengadi|l an negeri nmenurut pasal ini
bol eh dijal ankan seketika itu juga.

(6) Surat-surat yang perlu untuk nenuntut nmemasukkan orang ke tenpat
bekerja dan penet apan- penetapan hakim bebas dari neterai.

(7) Hal nmenunjuk tenpat bekerja termaksud dal am ayat (1) itu dan
hal - hal lain yang perlu untuk penerapan pasal ini, diatur dengan
peraturan penerintah. (RO 137a; S. 1936-160.)

Pasal 235.
(1) Ji ka ada orang hilang atau neni nggal kan tenpat di ammya tanpa

mengur us penel i haraan harta bendanya, maka setiap bawahan poli si
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(2)

(3)

(4)

(5)

waj i b, setiap orang yang berkepenti ngan ber hak untuk

menberi tahukan hal itu kepada pengadil an negeri, ketua itu wajib
pergi dengan segera bersama- sanma dengan orang yang

menberi tahukan itu ke rumah orang yang hilang atau tidak ada
itu, dan nenjaga dengan penyegel an atau dengan cara | ain yang
patut, supaya jangan satu pun dari budel yang tidak dipelihara
itu dianbil orang. (K UHPerd. 463 dst.)

Berita acara tentang tindakan itu hendakl ah di kemukakan ol eh
ketua pada pengadil an negeri berikutnya; jika tenyata perlu,
pengadi | an negeri akan nelinpahkan peneli haraan budel itu buat
senment ara kepada pengurus budel (boedel neester) atau badan
seperti itu, yang tel ah atau akan di kuasakan untuk itu. (IR
236; S. 1832-7.)

Ji ka harta budel itu, nmenurut undang-undang yang berl aku tentang
itu, tidak bol eh diurus ol eh badan-badan termaksud di atas, nmaka
hendakl ah di usahakan supaya harta budel itu diurus dengan cara

| ai n yang sedem ki an rupa, sehingga bol eh di anggap akan

nmendat angkan keunt ungan sebesar-besarnya bagi orang yang

ber kepenti ngan.

Dengan al asan bahwa harta budel itu hanya sedi kit, pengadilan
negeri juga berwenang untuk nenyerahkan peneli haraannya kepada
orang yang di tunjuknya dari kel uarga sedarah atau kel uarga
senenda orang yang hilang atau tidak ada itu, atau kepada suam
atau istrinya, dengan satu kewaji ban saja, yaitu akan
mengenbal i kan barang itu atau harganya sesudah di potong segal a
utang yang sudah di bayar senentara itu, tanpa nenberi kan suatu
hasi| atau pendapatan kepada orang yang hilang atau tidak ada
itu, kalau ia kenbali.

Ji ka ketua berhal angan, nmaka segal a ti ndakan tersebut pada ayat
(1) pasal ini, boleh dilakukan ol eh panitera pengadil an neger
atau ol eh pegawai | ain yang di kuasakan ol eh ketua; dal am dua
pul uh enpat jam sesudah tugas itu dil akukan, panitera atau

pej abat itu harus nenyanpai kan berita acaranya kepada ketua itu.

Pasal 236.

(1)

(2)

Ter hadap penetapan pengadi |l an negeri yang di anbil nenurut pasal
231, 232, 234, 234a dan 235, bol eh di m ntakan bandi ng kepada
pengadi | an tinggi. Perm ntaan akan banding itu bol eh diaj ukan
dal am waktu tiga puluh hari sesudah tanggal penetapan itu, dan
di catat nenurut cara yang ditentukan untuk keputusan pengadil an
negeri. Pengadilan tinggi nmenutuskan tanpa nendengar orang yang
ber sangkut an.

Penet apan yang di anbi | menurut pasal 234 dan 234a, dijal ankan

ol eh atau atas perintah pegawai ternmaksud dal am pasal 325 ayat

(1).

Pasal 236a.
At as perm ntaan senmua ahli waris atau bekas istri orang yang
meni nggal , pengadi | an negeri akan menberi bantuan untuk nengadakan
pem sahan budel di antara orang-orang |ndonesia yang beragama apa

pun,

serta nmenbuat aktanya, wal aupun tidak ada perseli si han.
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BAB XV
BERBAGAI PERATURAN

Cat at an:
Dal am Bab XV ini, hal-hal yang nenyangkut perkara pidana hendaknya
di anggap tidak tertulis.

Pasal 372.
(1) Ketua majelis pengadilan wajib mem npin peneri ksaan dal am
per si dangan dan per nmusyawar at an.
(2) la wajib juga nenelihara tata tertib dal am persi dangan; segal a
peri ntahnya untuk keperluan itu harus dil akukan dengan segera
dan cermat. (RO 46; Rv. 29; Sv. 126, 161, 254; TR 268, 373;
RBg. 700.)

Pasal 373.
Bar ang si apa mengganggu keamanan persidangan itu, atau nenberi tanda
setuju atau tidak, atau dengan jalan apa juga nenbuat genpar atau
rusuh, dan dengan teguran pertanma tidak segera di am harus
di kel uar kan dengan perintah ketua; hal itu tidak nmengurangi tuntutan
hakim jika pada waktu itu ia nel akukan suatu tindak pidana. (Rv.
22; Sv. 255 dst.; KUHP 217; RBg. 701.)

Pasal 374.

(1) Pada seorang haki m pun bol eh nmeneri ksa perkara yang nenyangkut
kepenti ngannya sendiri, baik secara | angsung maupun secara tidak
| angsung atau neneri ksa perkara yang neli batkan istrinya atau
sal ah seorang kel uargs sedarah atau kel uarga senendanya dal am
garis lurus tanpa kecuali, dan dalam garis ke sanping sanpai
dengan deraj at keenpat.

(2) Haki myang berada dal am keadaan dem ki an, atas kehendak sendiri,
wajib menarik diri dari peneriksaan perkara itu, tanpa harus
dimnta untuk itu ol eh orang yang berkepenti ngan.

(3) Ji ka ada keragu-raguan atau perselisihan paham dal am hat itu,
maka keputusan dianbil majelis. Keputusan mpjelis itu tidak
bol eh di banding. (RO 35 dst., 40, 44; Sv. 127, 268, 281; RBg.
702.)

Pasal 375.
Segal a perintah untuk nel epaskan si tertuduh atau pesakitan yang
berada dal am t ahanan harus di beritahukan segera-jika perlu dengan
kawat pegawai kekuasaan unmum sama-sanma ber hak dan wajib untuk
menj al ankan perintah itu, dan pejabat yang di sebut terakhir ini,
segera sesudah nenerima penberitahuan itu harus nel epaskan atau
menyur uh nel epaskan orang itu, kecuali jika orang itu harus tetap
di t ahan karena al asan lain. (RBg. 703.)

Pasal 376.
Kuasa t ermaksud dal am pasal 82 Kitab Undang- undang Hukum Pi dana,
di beri kan ol eh pegawai termaksud dal am pasal 325 ayat (1) kitab
tersebut; surat tanda terima bayaran, yang diberi kan ol eh pegawai
yang ber hak neneri ma penbayaran, harus dl ganpai kan ol eh pesakitan
kepada pegawai itu dal am masa yang ditentukan dal am surat kuasa itu.
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Pasal 377.
Ji ka orang | ndonesia dan orang Ti mur Asing nenghendaki perselisihan
mer eka di putuskan ol eh juru pisah, nmaka nmereka wajib nmenuruti
per at uran perkara yang berl aku bagi bangsa Eropa. (Rv. 615 dst.;
RB9. 705.)

Pasal 378.
Ti ap orang yang di kenakan hukuman, harus pul a di hukum nenbayar bi aya
perkara. Hanya jika di bebaskan sama sekali atau di bebaskan dar
segal a hukuman, maka bi aya perkara itu ditanggung ol eh Negara. (Sv.
411; IR 181, 237 dst., 319-5-, 333; RBg. 706.)

Pasal 379.
Upah dan ganti rugi bagi pokrol, penasihat atau penbela dan wakil
ti dak bol eh dal am hukuman nenbayar bi aya perkara, tetapi harus
di t anggung ol eh pi hak yang di bantu atau diwakili orang-orang itu.
(Rv. 59, 788; Sv. 412; IR 123, 182;, 254, 346; RBg. 707.)

380. Ti dak di nuat karena tidak sesuai |agi dengan keadaan
sekar ang.

Pasal 381.

(1) Ji ka haki m nenerintahkan orang Indonesia atau orang Tinmur Asing
unt uk nmengangkat sunpah di kuil atau kel enteng atau suatu tenpat
| ai n yang di pandang keramat, maka haki mitu harus nenangguhkan
peneri ksaan perkara itu sainpai pada hari persidangan |ain yang
di t ent ukannya.

(2) Dal am hal yang dem ki an, ketua akan nengangkat seorang anggota
maj el is kom saris, yang bersama dengan panitera akan nenghadiri
pengangkat an sunpah itu dan nenbuat berita acara tentang hat
itu. (Rv. 2 10; Sv. 415; IR 155 dst., 158.; RBg. 709.)

Pasal 382.
Senmua surat keputusan mahkamah tinggi, surat keputusan haki m dan
surat perintah haki mdal am perkara pi dana harus berkepal a " Dem
keadi | an ber dasar kan Ketuhanan yang Maha Esa". (ISR 130; RO 27
Sv. 416; RBg. 710; S. 1891-188.)

Pasal 383.
Senmua surat keputusan haki m harus tetap tersinpan dal am arsip
maj el i s dan hanya bol eh di pi ndahkan dal am hal dan nenurut cara yang
di t ent ukan peraturan undang-undang. (RO 67, 69; Sv. 417; IR 112;
RBg. 711.)

Pasal 384.

(1) Panitera wajib nmenmegang suatu daftar unmum untuk segal a perkara
pi dana yang di periksa oleh majelis di tenpat tugasnya.

(2) Dalamdaftar itu harus dituliskan nama pesakitan, kejahatan atau
pel anggaran yang di tuduhkan kepadanya, hari perkara itu
di masukkan, hari keputusan haki m diucapkan, dan ringkasan
keput usan haki mitu.

(3) Panitera pengadil an negeri wajib nmemegang daftar serupa untuk
per kara perdat a.

(4) Dal am daftar untuk perkara pidana harus di sebut kan penberi an
grasi atau pidana. (RO 65; Sv. 418; RBg. 712.)


http://www.legalitas.org

www.legali

tas.org

Pasal

385.

Sal i nan atau peti kan keputusan haki m dal am per kara pi dana tidak

bol eh di beri kan kepada orang yang bukan pi hak yang ber perkar a,
kecuali jika ada izin ketua majelis yang nenjat uhkan putusan haki m
itu; perm ntaan untuk itu hanya bol eh di kabul kan, jika ternyata,
bahwa yang nmem nta itu berkepentingan dalamhal itu. (RO 67; Rv.
65, 853, 856, 858; Sv. 419; IR 386 dst.; RBg. 713.)

Pasal

386.

Pesaki t an dal am perkara kej ahatan atau pel anggaran, atas biaya
sendiri bol eh menbuat atau nmenyuruh nmenmbuat salinan atau petikan
dari senua surat perkaranya, yang di pandangnya perlu untuk
penbel aannya. (IR 385, RBg. 714.)

Pasal

387.

Pani tera yang | alai untuk nenenuhi dengan cermat senua peraturan
yang tercantum dal am ayat (1) pasal 192, ayat (3) pasal 324 dan
pasal 352 reglenen ini, dan dal am pasal 290 Peraturan Hukum Acara
Pi dana, didenda untuk tiap-tiap kel alaian dengan denda sebanyak-
banyak sepul uh gulden. (Sv. 42 1; RBg. 715,)

Pasal

388.

(1) Sermuajuru sita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadil an,

dan pegawai kekuasaan unum sama- sama berhak dan waji b untuk
menj al ankan, penberitahuan dan senua surat juru sita yang lain
dan untuk nel aksanakan perintah dan keputusan haki m

(2) Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis

pengadi | an yang dal am daer ah hukummya akan dij al ankan surat juru
sita itu harus nmenunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya
untuk itu. (RO 193 edst., 205; Rv. 1; Sv. 422; IR 165-31, 389;
RBg. 716; S. 1895-204.)

Pasal 389.
Juru sita pengadilan negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya harus
menyat akan surat juru sita yang tel ah dijal ankannya dengan | aporan
tertulis. Juru sita pengadilan negeri yang |lain dan senua orang

| ai

n, yang pada pengadil an negeri ditugaskan nenjal ankan surat juru

sita, kalau perlu, cukuplah nenberikan |aporan |isan kepada haki m
atau pegawai | ain yang berwenang tentang segal a penberitahuan,
panggi | an dan surat juru sita lain yang nereka jal ankan; haki m at au
pegawai itu nencatat atau nenyuruh nencatat itu. (RO 198, 204; Sv.
423; IR 388; RBg. 717.)

Pasal 390.
(1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini,

(2)

har us di sanpai kan kepada orang yang bersangkutan sendiri di
tenpat diam atau tenpat tinggal nya, dan jika tidak bertenu
dengan orang itu di situ, kepada kepal a desanya atau beknya,
yang waj i b dengan segera nenberitahukan surat juru sita itu
kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan
dal am hukum

Dal am hal orang yang bersangkut an sudah neni nggal, surat juru
sita itu disanpai kan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu
tidak di ketahui, maka di sanpai kan kepada kepal a desa atau bek di
tenpat tinggal terakhir orang yang nmeninggal itu di |ndonesia;
kepal a desa atau bek itu harus berbuat nenurut ketentuan ayat di
atas ini. Jika orang yang neninggal itu termasuk gol ongan Ti nmur
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Asing, maka suratjuru sita itu diberitahukan dengan surat
tercatat kepada bal ai harta peninggal an.

(3) (s.d.u. dg. S. 1939-715.) Tentang orang yang ti dak di ket ahui
tenpat diam atau tenpat tinggal nya dan tentang orang yang ti dak
di kenal , maka surat juru sita itu disanmpai kan kepada bupati
yang dal am daerahnya terl etak tenpat tinggal orang yang
mendakwa, dan dal am perkara pi dana, yang dal am daer ahnya
ber kedudukan haki m yang ber hak; bupati itu memakl unkan surat
juru sita itu dengan nmenenpel kannya pada pintu utama di tenpat
per si dangan haki m yang berhak itu. (RBg. 718.)

Pasal 391.
Unt uk menghi tung waktu yang ditentukan dal amregl enen ini, har
mul ai nya waktu itu tidak turut dihitung. (Rv. 15; Sv. 424; RBg.
719.)

Pasal 392.

(1) Para saksi yang di panggil, bai k dal am perkara pi dana maupun
dal am perkara perdata, dan datang nenghadap, bai k pada
per si dangan maupun di luar itu, berhak nmendapat ganti rugi atas
bi aya perj al anan dan pengi napan, nenurut tarif yang tel ah ada
atau yang akan ditent ukan.

(2) Haki m dan pegawai polisi pengadil an harus nenberitahukan kepada
para saksi yang nenghadap, berapa besarnya ganti rugi yang patut
nereka terima. (IR 62, 105, 139, 258, 265, 287; RBg. 720.)

Pasal 393.
(1) Dal am nengadi |l i perkara di hadapan pengadil an negeri tidak bol eh
di gunakan acara yang lain atau yang | ebi h dari pada yang
di t ent ukan dal am regl enen i ni
(2) Tidak berlaku | agi karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Pasal 294.
Ji ka Mahkamah Agung | ndonesi a neni nbang bai k di adakan peneri ksaan
setenpat, supaya senua peraturan dal amregl enen ini berl aku dengan
tertib dan dituruti dengan patut, maka Mahkamah Agung itu akan
mengaj ukan surat yang berisi usul tentang hal itu kepada penerintah
(@Qubemur Jenderal). (RO 157.)
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